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ABSTRAK
Nama : Ankie Dita Rahardiani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Janji Untuk Tidak Menyedvaa Obyek Jaminan

Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan

Tesis ini membahas tentang janji untuk tidak merajem obyek Hak
Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak TanggunganeliBan ini adalah
penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis nofm&alam Akta Pemberian
Hak Tanggungan terdapat janji untuk tidak menyewakayek Hak Tanggungan.
Namun, dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ituiggadiji tersebut menjadi
klausul yang lebih fleksibel, dimangemberi Hak Tanggungan boleh
menyewakan obyek Hak Tanggungan dengan sepengetahuan dan izin tertulis
pemegang Hak Tanggungan. Masalah muncul manakala debitor pemberi Hak
Tanggungan cedera janji dan obyek Hak Tanggungamshsegera dieksekusi,
tetapi obyek Hak Tanggungan dihuni oleh pihak [@nyewa. Jika penyewa
beritikad baik, maka asas yang terdapat dalam PEs# KUHPerdata bisa
diterapkan. Tetapi pada umumnya jika obyek Hak §angan akan dieksekusi,
pemegang Hak Tanggungan menghendaki obyek Hak Tiaggg tersebut tidak
sedang dalam penguasaan siapa pun.

Kata kunci:
Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Ssmyewa
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ABSTRACT
Name : Ankie Dita Rahardiani
Study Program: Master of Notary
Title - Juridical Review of Not To Renting Collaé Object Promise In

Deed of Mortgage

The focus of this study is not to renting collatevhject promise in Deed of
Mortgage. This research is literature researchclviis normative and juridical
research field. There is renting collateral objprtmise in Deed of Mortgage.
However, that promise becomes more flexible in DekeMortgage itself, which
is the debtor of Mortgage may rent the collateral object, but the creditor should
knows about that and gives a written permit. It becomes a trouble when the debtor
cannot keeps the promise and collateral objectldhHmiexecuted, but it inhabited
by others/the lessee one. The principle which oticker 1576 Indonesian Civil
Code can be used, when the lessee has a goodIfalged, the creditor wants
collateral object not inhabited of anyone.

Key words:
Mortgage, Deed of Mortgage, lease
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hukum merupakan salah satu norma sosial yang @indata sarat akan
nilai." Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Fungsi liikum itu sendiri
adalah melindungi kepentingan manusia untuk mempankan Kketertiban
masyarakat. Oleh karena itu hukum harus ditegaldgar antar individu tidak
saling bersinggungan. Dan dalam kehidupan bermalsggr hukum memiliki
peranan yang sangat penting dalam segala sektlah Satunya adalah dalam
sektor ekonomi dan perdagangan. Khususnya di evbaligasi ini dimana
persaingan usaha berkembang dengan pesatnya. Habisa dilihat dari
menjamurnya usaha-usaha di segala bidang. Paraigsr dengan mudahnya
membuka usaha, padahal modal yang dibutuhkan dalmbangun suatu usaha
tidaklah sedikit.

Modal merupakan salah satu unsur terpenting dalaetuspembangunan
suatu usaha. Di sini lembaga perbankan memegamggreistrategis, mengingat
fungsi dari lembaga perbankan adalah menghimpua dani masyarakat dan
menyalurkannya kembali dalam bentuk kréditana masyarakat yang terkumpul
dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang cuéiomaImerupakan sumber
utama bagi bank dalam menyalurkan kembali kepadasyanakat yang
memerlukan pinjaman atau kredit. Karena itu suanokbyang tidak memiliki
sumber dana dari masyarakat yang memadahi akaatsaeggganggu usaha dan
kegiatan bank juga tidak mampu memperluas ekspgnSilDengan adanya
fasilitas dari bank tersebut jelas dimanfaatkarh gdara pengusaha agar usaha
yang mereka jalankan bisa berkembang dengan bahk. tBntu saja kegiatan
pinjam-meminjam ini juga menguntungkan pihak baakeka masyarakat masih
menaruh kepercayaan terhadap bank tersebut sébadpiga penyalur kredit.

! peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
h.10.
2 IndonesialUndang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN3®1, Ps. 1 angka 2.
% Sutarno Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.2.

1
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Dalam rangka kegiatan penyaluran kredit terselmrieliin dahulu pihak
bank perlu melakukan analisa terhadap calon delydor Analisa tersebut
bertujuan agar pihak bank, sebagai kreditor, memget betul siapa calon
debitornya. Karena dalam praktek, banyak bank yadak sehat, diambang
keruntuhan, dan berakhir dengan likuidasi kareralikiyang disalurkan menjadi
bermasalah dan macet. Hal tersebut disebabkankoietmgnya prinsip kehati-
hatian bank tersebut dalam menyalurkan kredit. &egi analisa ini didasarkan
pada prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatizeberapa prinsip analisa
kredit antara lain dengan menggunakan prinsip-fins

1. Prinsip 4P yaitu:
a. Personality (kepribadian pemohon kredit),
b. Purpose (tujuan penggunaan kredit),
c. Prospect (bentuk usaha yang akan dilakukan pemkieaiit), dan
d. Payment (kemampuan pemohon kredit untuk melunasgutya).

2. Prinsip 5C yaitu:
a. Character (Watak)
b. Capacity (Kemampuan),
c. Capital (Modal),
d. Condition of Economy (Keadaan Ekonomi), dan
e. Collateral (Jaminan, Agunan)

Prinsip terpenting dalam hukum kredit adalah jaminalaminan
memungkinkan adanya konstruksi yuridis yang memunkghk pemberian
fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-bendagatjaminarf. Tujuan dari
jaminan dalam perjanjian kredit adalah memperkesiko dalam menyalurkan
kredit dan sebagai bentuk antisipasi pihak kredik@rena jika debitor tidak
sanggup melunasi utang maka jaminan tersebut dipledekusi guna melunasi
utang debitor. Di samping itu keberadaan jamindardasuatu perjanjian kredit
berfungsi untuk menentukan kedudukan yang diutamé&kpada kreditor dalam
pelunasan hutang bagi kreditor pemegang jamiaoit de preference). Pada

dasarnya perjanjian jaminan itu sendiri lahir kareadanya perjanjian kredit.

* H. Salim HS Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004), h.5.

Universitas Indonesia
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Tanpa perjanjian kredit, perjanjian jaminan tidakngkin ada. ltulah sebabnya
mengapa perjanjian jaminan bersifaccesoir. Perjanjian accesoir adalah
perjanjian tambahan yang dikaitkan dengan perjamjakok.

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidatkum yang
mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penejamanan dalam
kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapdasilitas kredit.
Jaminan menurut sifat terbagi menjadi dua kelomyzoki :

1. Jaminan umum, yaitu segala harta milik debitor menjadi jamirgari

perikatan yang dibuatnya. Jaminan umum lahir kavertang-undang

2. Jaminan khusus, yaitu jaminan pelunasan hutang debitor kepada

kreditor tertentu yang hanya berlaku untuk krediemtentu tersebut,
oleh sebab itu jaminan tersebut disebut jaminaehkeéaan.

Sehubungan dengan pengelompokan jaminan terseimk,Harus berhati-
hati menerima agunan sebagai jaminan kredit semashmemperhatikan unsur-
unsur yang prinsipnya harus dipenuhi agar dapati#@&n sebagai jaminan kredit
yang salah satunya adalah kepastian hukum atasgogieag dijadikan jaminan,
sehingga setiap waktu tersedia guna dieksekusi mMadah diuangkan untuk
pelunasan kredit dalam hal debifuBleh karena itu bank sebagai kreditor lebih
mengutamakan jaminan kebendaan daripada jaminanapgan. Karena jaminan
kebendaan melahirkan hak mutlak atas suatu bemdand hak itu memberikan
kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapdbtarddan. Jadi kreditor dapat
mempertahankan haknya atas barang jaminan terssinatdap siapa pun juga.
Dan meskipun barang jaminan telah dipindah alilkgmada pihak lain, kreditor
tetap dapat menunt(droit de suit).

Oleh karena itu jaminan mempunyai kedudukan danfamaryang sangat
penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Kakeharadaan lembaga
ini dapat memberikan manfaat bagi kreditor dantdebi

Lembaga jaminan kebendaan yang berlaku di Indarsegara lain :

1. Gadai;
2. Hipotek;
® Ibid. h.6.

® Hasanudin Rahmanspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, (Bandung :
Citra Aditya Bhakti, 1995). HIm. 174.

Universitas Indonesia
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3. Fidusia;

4. Resi Gudang; dan

5. Hak Tanggungan.

Perumahan dan pemukiman tidak dapat dilihat sebsayaina kebutuhan
hidup semata-mata yang dipergunakan untuk berteduembina dan
mengembangkan keluarga yang harmonis, akan tethp Hari itu merupakan
proses bermukim manusia dalam menciptakan ruangiddggdn untuk
memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati @ifinyi samping itu, bank
biasanya meminta agunan dalam hal pemberian WKoeditpa benda-benda tidak
bergerak yaitu berupa tanah dan/atau bangunan &efpmginan. Tanah dan
bangunan merupakan agunan yang menurut bank mudeaasi, aman secara
fisik serta memiliki nilai yang terukur secara rahdsehingga memberikan
perlindungan hukum yang pasti. Atas dasar alasasaal tersebut dan semakin
maraknya usaha properti di Indonesia dan meningkgbermohonan kredit oleh
para pengusaha dengan menjaminkan tanah dan/ataln imereka, maka di sini
penulis akan menggunakan lembaga jaminan kebendtn Tanggungan.
Pengaturan tentang Hak Tanggungan ini terdapatmdbladang-Undang Nomor
4 Tahun 1996 (selanjutnya disebut sebagai UUHTgydimndangkan sebagai
pengganti pengaturan pembebanan hak atas tanahbgakajtan dengan hipotik
yang terdapat dalam Bab 21 Buku Il Kitab Undang-&hgl Hukum Perdata
(selanjutnya disebut KUHPerdata). Selain itu segpamnjmengenai tanah dan
pinjaman atas jaminan tanglredietverband) diatur dalamSaatsblad (yang
selanjutnya disebut sebagai Stb.) 1908 Nomor 542 8. 1937 Nomor 190.

Berdasarkan Bab 21 Buku Il KUHPerdata, Stb. 19081bdlo542 jo. Stb.
1937 Nomor 190, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahur® 186tang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya diseteltagai UUPA) yang
menjadi obyek Hak Tanggungan adalah hak milik, gnaka usaha, dan hak guna
bangunan saja. Selain itu, menurut UUHT, yang niérghyek Hak Tanggungan
tidak hanya obyek-obyek yang tercantum dalam UURHa,stetapi juga
mencakup Pasal 4 ayat (4) UUHT yang berbunyi:

" IndonesiaUndang-Undang Perumahan dan Permukiman, UU No.4 tahun 1992, LN No. 23
Tahun 1992, TLN No. 343669, Penjelasan Umum.
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“Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak tatzsh berikut
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telahtadaakan ada yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang akarumilik pemegang hak
atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dmmyatiik dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.”

Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam meneraPkasal 4 ayat (4)
UUHT tersebut, yaitu :

1. Bangunan dan tanah yang bersangkutan merupakan keaatuan
dengan tanahnya atau bangunan tersebut melekat tpada yang
bersangkutan.

2. Pembebanannya dinyatakan dengan tegas oleh pihak-pyang
bersangkutan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungam @&ngan
kata lain jika tidak ditegaskan dalam Akta Pembekeak Tanggungan
maka yang dijadikan jaminan atau yang dibebani Rlakggungan
hanya tanahnya saja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Akta Peankdigak Tanggungan
diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat mengesahius dari suatu hak atas
tanah yang dibebankan jaminan Hak Tanggungan dsistu perjanjian kredit.
Penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan ini mé&ampaalah satu prosedur
pemberian Hak Tanggungan. Permohonan penerbitam ARdmberian Hak
Tanggungan harus diajukan ke Kantor PertanaharadaB Pertanahan Nasional.
Pendaftaran ini untuk memenuhi Asas PublisitassA&aablisitas ini adalah untuk
melindungi masyarakat atau calon pembeli dari ktadaDebitor Pemberi Hak
Tanggungan, manakala Debitor Pemberi Hak Tanggungamiliki itikad buruk.

Yang dimaksud dengan Debitor Pemberi Hak Tanggurygaig memiliki
itikad buruk misalnya dalam salah satu klausul Akéanberian Hak Tanggungan
dikatakan bahwa Debitor Pemberi Hak Tanggunganktigiean menyewakan
kepada pihak lain obyek Hak Tanggungan tanpa pguset tertulis terlebih
dahulu dari kreditor, termasuk menentukan atau mnesiy jangka waktu sewa
dan/atau menerima uang sewa di muka jika disetdisgwakan atau sudah
disewakan sebagaimana yang tercantum dalam Pagetat{2) huruf a UUHT,

yang berbunyi:
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“Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicak&mrjanji-janji,
antara lain:

a. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Targgununtuk
menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukia
mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uamg di muka,
kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu g@megang Hak
Tanggungan;”

Ketentuan tersebut berbeda jauh dengan kenyatamnaga, dimana tanpa
sepengetahuan kreditor, Debitor Pemberi Hak Tanggun cedera janiji
(wanprestasi) dengan menyewakan obyek Hak Tanggukeada pihak ketiga.
Di sinilah Asas Publisitas memegang peranan pelbtagg para pihak.

Jika Debitor Pemberi Hak Tanggungan cedera jangnfwestasi), maka
konsekwensi yang harus ditanggung oleh Debitor RemHak Tanggungan
adalah obyek Hak Tanggungan harus dieksekusi deogemcara berikut ini,
yaitu:

1. Menjual obyek Hak Tanggungan melalui Sertifikat HB&knggungan
melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasatampnya dari
hasil penjualan tersebut, berdasarkan Pasal 14 UUHT

2. Penjualan obyek Hak Tanggungan secara di bawalarnajiga dengan
cara tersebut akan diperoleh harga tertinggi yarenguntungkan
semua pihak.

3. Memberikan kemungkinan penggunaan acara Parate kisise
berdasarkan Pasal 6 UUHT.

1.2 Pokok Permasalahan
Dari uraian pada latar belakang tersebut di atakanpokok permasalahan
yang timbul yaitu:
1. Bagaimanakah penerapan Pasal 11 ayat (2) hurufJlTUentang janiji
untuk tidak menyewakan obyek jaminan dalam Akta IReman Hak

Tanggungan, manakala debitor/pemberi Hak Tangguogdera janji?
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2. Apakah ketentuan dalam Pasal 1576 KUHPerdata ddpatapkan
terhadap pihak ketiga/penyewa manakala debitor/pembHak
Tanggungan cedera janji?

1.3 Metode Penditian

Metodologi merupakan hal yang penting dan merupalaeprint suatu
penelitian, artinya segala gerak dan aktifitas pese tercermin didalam metode
penelitian®

Metodologi adalah suatu unsur yang mutlak harusdadkalam penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnolef,kalrena suatu penelitian
bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistenmetodologis dan
konsisten dengan mengadakan analisa dan konstrDieéam usaha mencari
kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiataahlseperti penelitian dimana

penelitian tersebut akan mencari data atau bahaambgang dapat digunakan
untuk penulisan ilmiaf.

Sehubungan dengan penulisan tesis ini, maka gemwimpergunakan
metode penelitian sebagai berikut :

a. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adajahdis normatif
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan memgakan penelitian

kepustakaan atau yang disebut bahan hukum sekunder.

b. Tipe Penelitian
Tipe penelitian tesis ini mempergunakan jenis peael preskriptif,

yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikdanj&eluar atau saran

8 Sri Mamudii, et al.Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbitan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h.21.

° Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
1986), h.7.
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untuk mengatasi permasalatfarPermasalahan yang timbul di sini adalah
adanya pelanggaran terhadap janji yang mana tercadalam Pasal 11
Ayat (2) huruf a UUHT yang juga tercantum dalam aAlRemberian Hak

Tanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan.

C. Jenis Data

1) Data-data yang digunakan adalah data sekunder yiperoleh
melalui penelitian kepustakaarLilfrary Research), yaitu suatu
penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meggpeldan
membaca buku-buku ilmiah lainnya, buku wajib, nedjal media
cetak lain, peraturan perundang-undangan yagniteseata laporan-
laporan dan bahan bacaan lain yang berhubungaradgmenelitian
yang dibuat oleh penulis, untuk mendapatkan landeesaitis sebagai
dasar melakukan penelitian dan penulisan tesis.

2) Melakukan penelitian secara langsung seperti waaranclengan
pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan dengesalah yang
akan dibahas oleh penulis.

d. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakadan
wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dibeberagapdt, seperti
perpustakaan Universitas Indonesia dan maupun rkeegadata melalui
internet.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan teyhagkorang
nara sumber yang Pejabat yang berwenang dalam na¢kia Pemberian
Hak Tanggungan. Wawancara merupakan suatu car& orengumpulkan

data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepadang informan.

e. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan proses pencarian dan parean secara

sistematis semua data dan bahan lainnya yang tefebmpul, kemudian

19 Mamudii, Op.Cit., h.4.
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atas data dan bahan tersebut peneliti dapat mdwyejya kepada pihak
lain secara jelas.

Untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang itiditel
berdasarkan data yang diperoleh, diperlukan tehnilisis data, dengan
adanya tehnik analisis data ini akan diketahui nglan secara menyeluruh
dalam penelitian. Tehnik analisis data yang dipeaggan dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan tehnik analisis pmgkyang bersifat
kualitatif yaitu mengumpulkan semua data yang dif@an kemudian
menghubungkannya dengan permasalahan yang ada canalisis

berdasarkan teori hukum yang dihubungkan dengaalatagang diteliti.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suafiarur mengenai
penulisan itu sendiri dengan tujuan untuk mempeahudlan memberikan
gambaran singkat tetapi mencakup keseluruhan desil Ipenelitian tersebut.
Penelitian ini terdiri atas tiga bab, dengan sistigka penulisan sebagai berikut:

Bab | yaitu bagian pendahuluan mengenai latar belgkpermasalahan,
pokok permasalahan yang ingin diuraikan, metodeslgeam yang dipergunakan
penulis, serta sistematika penulisan.

Bab Il yang berjudul Tinjauan Yuridis Janji Untukdak Menyewakan
Obyek Jaminan Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungaisidandasan teori
mengenai Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tamgggyrdan eksekusi dari
Hak Tanggungan serta perlindungan pihak ketiga yarakat) sebagai penyewa
obyek Hak Tanggungan manakala pemberi Hak Tangguogdera janji yang
didasarkan pada UUHT dan beberapa peraturan pergndalangan terkait.

Bab Il merupakan bagian terakhir dari penelitism yang berisi suatu
simpulan sebagai bagian dari keseluruhan penutess ini, dan juga diberikan
saran sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka enigaud suatu pemecahan
dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan palahan yang diuraikan oleh

penulis dalam tesis ini.
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BAB 2

TINJAUAN YURIDISJANJI UNTUK TIDAK MENYEWAKAN OBYEK
JAMINAN DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

21 L embaga Jaminan Hak Tanggungan Menurut UUHT
2.1.1 Pengertian Hak Tanggungan

Manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhktun sama lain. Dalam
memenuhi kebutuhan hidup pun demikian, manusi trdangkin melakukan
segala sesuatunya sendiri. Hal demikian dapatlikiz dalam perjanjian kredit
dan jaminan, dimana lembaga keuangan berperan aepagyalur dana bagi
masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran desebtt melalui kegiatan
perkreditan.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credereigyartinya percays.

Jadi dapat dikatakan bahwa kredit merupakan sugperkayaan dari satu pihak
terhadap pihak lainnya. Menurut Mariam Darus Badhmlan, pengertian
perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (pringipiang bersifat riil, sebagai
perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adadasessornya, sehingga ada dan
berakhirnya perjanjian jaminan tergantung perjanjipokok* Sedangkan
menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kreditla@dauatu perjanjian antara
pihak bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagabah debitur mengenai
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakaraiengyang mewajibkan
nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setetjkgawaktu tertentu dengan
jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil kegatol? Dalam Pasal 1 angka
11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pkambd@tas Undang-

Y Mariam Darus BadrulzamaRgrjanjian Kredit Bank(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991),
h.23.

2 Mariam Darus BadrulzamaAspek Hukum BisnigBandung: Alumni, 2005), h.111.

13 Sutan Remy Sjahdeirfkebebasan Berkontrak yang Seimbang bagi Para Piraam
Perjanjian Kredit,(Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h.14.
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Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pesmgedtedit disebutkan
sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangptddipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepagat@m meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pesninjuntuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan @eambbunga

Dalam kegiatan penyaluran kredit dilakukan analidasarkan pada
prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian.Basteerprinsip analisa kredit

antara lain dengan menggunakan prinsip-prinsip:

1. Prinsip 4P yaitd?

a. Personality
Dalam hal ini, pihak bank mencari data secara lepgkengenai
kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengemnaayat
hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaudamd

masyarakat dan lain-lain.

b. Purpose
Selain mengenal kepribadian dari pemohon kredrtk lpaga harus
mencari data tentang tujuan atau penggunaan kezdébut sesuai
line of busines&redit bank yang berangkutan.

c. Prospect
Dalam hal ini, bank harus melakukan analisis secaranat dan
mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukah o
pemohon kredit, misalnya apakah usaha yang dijalanéleh
pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian h#njdu dari
aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

! Indonesialundang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nonibaffun 1992 tentang
PerbankanUU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN3¥®1, Ps. 1 angka 11.
*AL Lubis, “Bab Il Tinjauan Umum Mengenai Bank daneiit Perbankan”,
http:///repository.usu.ac.id/bitstream/1234567828@3/Chapter%20Il.pddiunduh 25
Desember 2010.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ankie Dita Rahardiani, FH Ul, 2011.



12

d. Payment
Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetkmgan
jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit umiellkinasi

utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yangrditkan.

2. Prinsip 5C yaitu®
a. Character
Adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam keaidpribadi
maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari pemilarhadap
karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejaaiia kemauan
nasabah untuk memenuhi kewajibanfyélingness to paysesuai

dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. Capacity
Adalah kemampuan vyang dimiliki calon nasabah dalam
menjalankan usahanya guna memperoleh laba yangagken.
Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetasampai
sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembadiiean
melunasi utang-utangnya secara tepat waktu darhausang

diperolehnya.

c. Capital
Adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oletalon
nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam pesabentu
semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam ataekpn
usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalamberédan
kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagalat
kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam am@al

usahanya karena ikut menanggung resiko terhadagryagusaha.

16 Chrisman Siregar, “Prinsip Dasar Keuangan Mikro4sC
http://chrismansiregar.multiply.com/journal/iteméiunduh 25 Desember 2010.
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Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikdalam
bentuk kewajiban untuk menyediakaself-financing yang
sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredigydimintakan

kepada bank.

d. Condition of Economy
Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial ekononliydaya yang
mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saef Yy
kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahadon c
debitor.

e. Collateral

Adalah barang-barang yang diserahkan nasabah s$ehgigaan

terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tewsdtarus dinilai

oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko Keavaj
finansial nasabah kepada bank. Pada hakikatnyaibbeollateral

tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga collatang tidak

berwujud seperti jaminan pribaflborgtocht), letter of guarantee,
letter of comfortyekomendasi dan avails.

Pengertian kredit tidak diatur khusus dalam KUHB&d tetapi dalam
membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangamgan KUHPerdata, dimana
perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengatang-undang, kesusilaan,
dan ketertiban umurll. Perjanjian kredit lahir dari adanya kesepakatankimlua
belah pihak dan berakhir manakala utang sudah ablunPada umumnya
perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminaredit tanpa jaminan sangat
membahayakan posisi bank mengingat jika nasabalgateeni suatu kemacetan

maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadapdikryang disalurkan,

" Kitab Undang-Undang Hukum PerdafBurgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekthda
R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2098)1337.
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sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih amengingat setiap kredit macet
akan dapat ditutupi oleh jaminan terseffut.

Perjanjian jaminan itu sendiri dibagi menjadi dyaitu perjanjian jaminan
yang bersifat umum dan perjanjian jaminan yang itar&khusus. Apabila
berbicara tentang perjanjian jaminan, tentunyaktiterlepas dari Pasal 1131
KUHPerdata yang memuat asas jaminan umum. Jaminarmuadalah suatu
bentuk jaminan dimana pemenuhan piutang dari masesjng kreditor adalah
sama. Kreditor yang demikian dinamakan kreditorkkwan. Sedangkan jaminan
khusus, yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdatgadiedimana seorang
kreditor diberikan kedudukan yang khusus untuk ragatkan pelunasan terlebih

dahulu.

Perjanjian jaminan kebendaan adalah perjanjian mimgerdapat suatu
benda yang menjadi obyek penjaminan. Bank sebagaditar lebih
mengutamakan jaminan kebendaan daripada jaminanapgan. Karena jaminan
kebendaan melahirkan hak mutlak atas suatu bemndand hak itu memberikan
kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapdatgedan. Jadi kreditor dapat
mempertahankan haknya atas barang jaminan tersetha#dap siapa pun juga
meskipun barang tersebut telah dipindah alihkamad#agpihak lain.

Dalam rangka kegiatan penyaluran kredit tersebnttoginya kebutuhan
masyarakat terhadap suatu lahan pertanahan, maédudtean suatu wadah untuk
melindungi hak dan kewajiban para pihak, baik kKeedmaupun debitor yang
sesuai dengan Hukum Tanah Nasional. Wadah yanglukpe tersebut berupa
peraturan perundang-undangan yang sesuai dengeam togmbangunan nasional
Indonesia demi mewujudkan manusia yang adil dan nmakberdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 51 UUPA menyebutkan bahwa lembaga jaminaenkisan yang
dapat dibebankan pada hak atas tanah adalah HakgUm@gan, sebagai pengganti
dari Hipotek danCredietverbandyang selama ini keberadaannya sudah tidak

sesuai lagi dengan asas-asas Hukum Tanah Nasiétad. pertimbangan-

'8 Kasmir,Dasar-dasar Perbankar{Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 113
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pertimbangan tersebut pemerintah memutuskan unteikabuat suatu undang-
undang baru. Setelah 36 tahun menanti maka lahintetang-undang tersebut,
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Falggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Adapun alasan Hak Tanggungan merupakan suatu lemaagnan, karena
memenuhi beberapa ciri berikut, yattu:

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendakehada
pemegangnya,;

b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangjiapa pun obyek
tersebut berada;

c. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitasiggghdapat mengikat
pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepatak-pihak
yang berkepentingan;

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Pengertian dari lembaga jaminan Hak Tanggungaan&rmm dalam Pasal 1
Angka 1 UUHT yang berbunyi:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-bendabgkgitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggunganlaladaak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimdktad Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokkkkPAgraria, berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikanudedchn diutamakan

terhadap kreditor-kreditor lain”

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Hakggungan yang
diatur dalam UUHT adalah jaminan kebendaan yanghdibkan pada hak atas
tanah beserta bangunan, tanaman, dan hasil kang m@lekat dengan tanah
yang merupakan obyek jaminan tersebut guna pelonasang tertentu dan

memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kredipgmegang Hak

19 Adrian SutediHukum Hak Tanggunga(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4.
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Tanggungan. Pada dasarnya definisi mengenai apg ¢iggminkan oleh Hak
Tanggungan tidak sesuai dengan asas Hukum Tanabndhyang mengenal
Asas Pemisahan Horisontal, dimana benda-bendameatekat dengan suatu hak
atas tanah bukan merupakan satu kesatuan dengantesebut. Seperti halnya
dalam suatu pabrik dimana hak atas tanah pabikeliet dapat dibebankan Hak
Tanggungan dan mesin yang melekat dengan tanalik mdijaminkan melalui
lembaga Fidusia. Namun dalam praktiknya jarangadérpenjaminan terhadap
suatu hak atas tanah tetapi tidak disertai benddébdi atasnya. Hal ini menjadi
bahan pertimbangan bahwa pemisahan horisontal akampersulit eksekusi
obyek jaminan manakala debitor cedera janji.

Selain itu sebelum UUHT berlaku, Pasal 12 dan P&3dlndang-Undang
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengahwebdangunan rumah
susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atashTidegara dapat dibebani
dengan Fidusia. Tetapi dengan adanya UUHT, makmipéman atas segala hak
atas tanah dibebani oleh Hak Tanggungan.

2.1.2 AsasAsasHak Tanggungan

Hak Tanggungan memiliki asas-asas yang menunjasigtelksinya sebagai
lembaga jaminan kebendaan. Berdasarkan ciri-cirildmbaga hak jaminan atas
tanah untuk pelunasan utang tertentu, Hak Tanggumgampunyai lima asas
penting, yaitu sebagai berikut:

a. Droit de preference,sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum
Angka 4 UUHT juncto Pasal 1 angka 1 juncto PasdlUHT, kreditor
pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk didatardudalam
pelunasan;

b. Droit de suitmerupakan ciri yang paling utama atau yang pamigpk
dari hak kebendaan. Menurut Pasal 7 UUHT, kredittapat
mempertahankan haknya terhadap obyek Hak Tanggumgeskipun
obyek tersebut berada di bawah kekuasaan orangntésalnya obyek
Hak Tanggungan hendak dibeli atau disewa oleh gieéiga.
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Asas Spesialitag/aitu asas yang mewajibkan dalam muatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan harus mencantumkan katek&ientuan
seperti ditegaskan dalam Pasal 11 UUHIT.

. Asas Publisitasadalah pencatatan dari pembebanan obyek Hak

Tanggungan, sehingga terbuka dan dapat diketatefi oumunt?
Untuk Hak Tanggungan dicatatkan di Kantor Pertanaketempat,
dimana obyek Hak Tanggungan berada, agar masyanaiagetahui
apakah hak atas tanah tersebut sudah dibebani Hiagglingan atau
belum. Mengenai Asas Publisitas ini dipaparkan rdaRenjelasan
Umum Angka 3 C UUHT.

Mudah dan Pasti Pelaksanaan Eksekusisghagaimana diatur dalam
Pasal 6 juncto Pasal 14 juncto Pasal 20 UU#8ngan adanya
Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti smlggembebanan
Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “Demi KeadBa&ndasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa’, maka Sertipikat Hak Tanggn
memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengamgaut pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selb@gasse Acte

2.1.3 Subyek dan Obyek Hak Tanggungan
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syatatya perjanjian

yang terbagi menjadi dua jenis, syarat subyektif sig@rat obyektif, yaitu:

a.

b
C.
d

Adanya kesepakatan kedua belah pihak

. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian

Adanya obyek perjanjian/suatu hal tertentu

. Suatu sebab yang halal

% Fia Aji (Kantor Pertanahan Kota Gorontalo), “Kedidn Kreditor Dalam Penjaminan Dengan
Hak Tanggunganhttp://pertanahannasional.blogspot.com/2007/09/#ekian-kreditor-dalam-
penjaminan.htmldiunduh3 November 2010.

4 Mariam Darus BadrulzamaSerial Hukum Perdata Buku Il Kompilasi Hukum Jamina
(Bandung: Mandar Maju, 2004), h.13.
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Dua syarat pertama merupakan syarat subyektif dansgtarat berikutnya
merupakan syarat obyektif. Dengan demikian dagstngiulkan bahwa Perjanjian
Pembebanan Hak Tanggungan juga harus memuat eggvat tersebut. Dalam
Perjanjian Pembebanan Hak Tanggungan kesepakatan pgsak dituangkan
dalam bentuk Akta Pembebanan Hak Tanggungan danrakagikat para pihak
dan juga pihak ketiga manakala telah didaftarkaKahtor Pertanahan. Adanya
kecakapan juga dibutuhkan dalam Perjanjian Peml@baiak Tanggungan.
Biasanya kecakapan ini selalu dikaitkan dengan\adaan seseorang. Padahal
dapat saja seorang cakap bertindak dalam hukumi tetayata tidak berwenang
untuk melakukan suatu perbuatan hukdnMisalnya suami istri yang menikah
dengan Perjanjian Pisah Harta. Manakala suami mmémkan suatu hak atas
tanah yang dimilikinya, maka si istri tidak berkaasas hak atas tanah tersebut.
Dengan demikian si istri tidak memiliki kecakapaaiain melakukan Perjanjian
Pemberian Hak Tanggungan terhadap hak atas tangdymailiki suaminya.

Dalam Pasal 11 UUHT dinyatakan tentang hal-hal akuglang dijaminkan
dalam setiap Perjanjian Pemberinan Hak Tanggunbah.adanya kebendaan
tersebut merupakan hal tertentu yang harus dipemaglair suatu perjanjian
mempunyai objek tertenfd.Obyek tertentu yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1
UUHT dengan jelas menyatakan bahwa dalam Perjanfamberian Hak
Tanggungan ini, sebagai suatu perjanjian yang nrk&hperikatan tanp&chuld
tetapi denganHaftung, Pemegang Hak Tanggungan tidak mempersoalkan
pelaksanaan prestasi Pemberi Hak Tanggungan mafais&mata-mata untuk
menyita, menjual dan memperoleh pelunasan terlebifulu dari piutangnya
yang dijamin, secara tidak pari passu dan tidakagaé’ Pembebanan Hak
Tanggungan adalah perjanjian tambaleutesoir)yang tanpa adanya Perjanjian
Kredit maka Perjanjian Pemberian Hak Tanggungaaktidkan ada. Dengan
demikian eksistensi dari Perjanjian Kredit merupalsebab atau kausa bagi
adanya Hak Tanggungan.

22 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&eri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggung@iakarta:
Prenada Media Group, 2006), h.52.
%% |bid., h.128.
**bid., h.137.
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Pihak-pihak yang terdapat dalam Perjanjian Kredin@ dengan pihak-
pihak yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tamgguo, yaitu:

a. Debitor atau Pemberi Hak Tanggungan

b. Kreditor atau Pemegang Hak Tanggungan

Pasal 8 UUHT menentukan, bahwa Pemberi Hak Tangguadalah orang
perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kegemaintuk melakukan
perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan lyarsgngkuta> Pemberi
Hak Tanggungan harus merupakan pemilik hak atahtgang telah memenuhi
syarat pemilikan tanahnya dan memiliki kewenangastekan pemilikan hak atas

tanahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayatJ&y.

Sedangkan Pemegang Hak Tanggungan yaitu orang mkeak yang
menerima Hak Tanggungan sebagai jaminan dari giugang diberikanny?® Di
sini tidak ada kaitannya dengan syarat pemilikaralta karena Pemegang Hak
Tanggungan memegang jaminan pada asasnya tidalarmdengksud nantinya —

kalau debitur wanprestasi — memiliki persil jamifian

Obyek Hak Tanggungan itu sendiri diatur dalam PdsaPasal 7 UUHT.
Dari peraturan perundang-undangan yang berkaitagasepertanahan tersebut,
dapat diidentifikasi obyek Hak Tanggungan vyaftu:

Hak Milik.
Hak Guna Usaha.
Hak Guna Bangunan.

A\

Hak Pakai atas tanah negara yang menurut ketentaamajib didaftar
dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

5. Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.

% Sutan Remy Sjahdeir{ak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuankbln Masalah
Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Meng&hadang-Undang Hak Tanggungan),
(Bandung: Alumni, 1999), h.75.
%6 Sutedi, Op.Cit., h.54.
7). SatrioHukum Jaminan, Hak Jaminan Kebenda@Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),
h.288.
8 Urip SantosoPendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tan@gkarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), h.417.
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6. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang berdiri tdisatanah Hak
Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas taregjara.

Obyek Hak Tanggungan pada dasarnya adalah benda-l{tanah) yang

akan dijadikan jaminan atas suatu utang denganbaitieHak Tanggungan.

Obyek Hak Tanggungan tersebut harus memenuhi sygaeat sebagai berikut

a. dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijdrarupa uang;

b. termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum, laréarus
memenuhi syarat publisitas;

c. mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karenailapaebitor
cidera janji, benda yang dijadikan jaminan akanatl@jual di muka
umum; dan

d. memerlukan penunjukkan dengan undang-undang.

2.1.4 AktaPemberian Hak Tanggungan

Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan didahului dergianya perjanjian
pokok yaitu Perjanjian Kredit. Perjanjian Pembeitak Tanggungan dituangkan
dalam bentuk akta yang merupakan bagian tak tdrk@ dari perjanjian
tersebut dan wajib dilakukan sendiri oleh Pembeak HTanggungan. Akta
tersebut dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungata ARemberian Hak
Tanggungan merupakan akta yang dibuat oleh Pej@batbuat Akta Tanah
(untuk selanjutnya disebut PPAT). Hal tersebutaetem dalam Pasal 1 angka 5
UUHT yang berbunyi :

“Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT fenisi pemberian
Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagaiinfam pelunasan

piutangnya.”

Manakala Pemberi Hak Tanggungan karena suatu selsbdapat hadir
sendiri di hadapan PPAT, maka ia wajib menunjukakilain sebagai kuasanya
dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan hemgntuk autentik.

% Habib Adjie,Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas T¢Bandung: Mandar
Maju, 2000), h.4.
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Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungabue dilakukan oleh
Notaris atau PPAT.

Menurut Pasal 13 Ayat (1) UUHT, Akta Pemberian Halkggungan wajib
didaftarkan di Kantor Pertanahan. Dengan didaftariga Pemberian Hak
Tanggungan maka Hak Tanggungan tersebut lahir dargikat para pihak dan
juga pihak ketiga. Dalam pendaftaran Hak Tanggunegatapat empat pihak yang
terlibat, yaitu:

1. Pemberi Hak Tanggungan
Pemberi Hak Tanggungan atau debitor adalah orasg@e@ngan atau
badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukahugtam
hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersamgkDiebitor
itu sendiri adalah pihak yang berhutang dalam hghonhutang

putang.

2. Pemegang Hak Tanggungan.
Pemegang Hak Tanggungan atau kreditor adalah grarsgorangan
atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pimekberpiutang.
Pengertian kreditor itu sendiri adalah lawan damngertian debitor
yaitu pihak yang berpiutang dalam hubungan hutaungupg.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangatuk
membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Surats&Kua

Membebankan Hak Tanggungan.

4. Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan adalah kantor yang diberikan Rengan untuk
mendaftar pembebanan Hak Tanggungan dan menertsdeipikat
Hak Tanggungan. Kalau obyek Hak Tanggungan beradangkat
kabupaten atau kota didaftarkan ke Kantor Pertanalnatuk tingkat
propinsi didaftarkan ke Kantor Wilayah Badan Petean Nasional,
sedangkan untuk tingkat DKI Jakarta didaftarkaB&dan Pertanahan
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Nasional. Tetapi untuk selanjutnya penulis tetapnalnenggunakan

Kantor Pertanahan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut berisi-janji antara debitor
dan kreditor. Menurut Prof. Budi Harsono substaAgta Pemberian Hak
Tanggungan dibagi menjadi tiga, yaitu substéessifat wajib, substansi bersifat
fakultatif, dan substansi yang dilaraffgUntuk substansi yang bersifat wajib
janji-janji yang terdapat di dalam Akta PemberiamkHTanggungan sudah
dibakukan oleh pemerintah. Karena janji-janji tergewajib dilaksanakan oleh
debitor dan kreditor. Dan jika janji-janji tersebtidak dicantumkan selengkap-
lengkapnya maka Akta Pemberian Hak Tanggungan detai hukum. Hal-hal
yang wajib dicantumkan dalam Akta Pemberian Hakggangan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT, yaitu:

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tagggun
b. domisili para pihak;
nilai tanggungan; dan

o o

. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicardaamnjrnji-jan;ji
yang diberikan oleh kedua belah pihak, sebagabdisdalam Pasal 11 ayat (2)
UUHT.! Janji-janji tersebut merupakan substansi yangifaerakultatif yang
mana bisa dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Targan, bisa juga tidak
asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan dalbidTUkarena janji-janiji
tersebut tidak diwajibkan dan tidak mempunyai pewnigaerhadap sahnya Akta
Pemberian Hak Tanggungan. Para pihak bebas memgurdan/atau
menambahkan janji-janji di dalamnya. Dalam janijifjdersebut diatur mengenai
batasan kewenangan debitor selaku pemberi Hak Taggg dan memberikan
kewenangan kepada kreditor selaku pemegang Hakgliaggn. Janji-janji yang
dapat dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggumgenurut Pasal 11
ayat (2) UUHT antara lain:

%0 Budi HarsonoHukum Agraria Indonesia,Sejarah Pembentukan Unddndang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaanny@lakarta: Djambatan, 2003), h.442.

31 Harsono, Loc.Cit.
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a. Janji yang membatas kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
menyerahkan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau
mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka,
kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak
Tanggungan
Untuk melindungi kepentingan pemegang Hak Tanggundadalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan dapat dimuat suatu jamjiatha secara tegas
pemberi Hak Tanggungan dibatasi dalam kewenangannoyduk
menyewakan benda yang dibebani tanpa izin dari genge Hak
Tanggungan maupun mengenai cara atau lamanya \eakida itu akan
disewakan, ataupun mengenai pembayaran uang mwa Benyimpangan
dari hal ini baru dapat dilakukan apabila telah gdasetujuan tertulis
terlebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan. Jargebut tidak saja
mengikat para pihak, tetapi juga akan dapat dinzajulerhadap penyewa
oleh pemegang Hak Tanggungan.

b. Janji yang membatas kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan
Dengan janji ini berarti pemberi Hak Tanggungamkidapat dengan bebas
untuk mengubah bentuk maupun tata susunan dariabgadg ditunjuk
sebagai obyek Hak Tanggungan, kecuali mengenaitthaétlah mendapat
persetujuan secara tertulis sebelumnya dari pengddak Tanggungan.
Tujuan dari janji ini adalah untuk mencegah nilayek Hak Tanggungan

menurun sebagai akibat dilakukan perubahan itu.

c. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
obyek Hak Tanggungan apabila debitor cedera janji
Dalam hal ini dapat diperjanjikan bahwa apabila itdebternyata tidak
memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, pamge Hak
Tanggungan berwenang untuk mengelola obyek Hak gtargan itu untuk
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memperoleh pelunasan piutangnya berdasarkan panetdpri Ketua
Pengadilan Negeri. Sayangnya dalam UUHT tidak setsgas disebutkan
apakah syarat dari klausul mengenai penetapan Kiettia Pengadilan
Negeri boleh diperjanjikan atau tidak, hanya mengaada asas kebebasan
berkontrak. Dimana jika ada satu pihak yang tidekijs dengan adanya
syarat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeriasyarsebut bisa tidak

dicantumkan.

. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal
itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekus atau untuk mencegah
menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak
Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan
undang-undang

Hak atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggubgeada di bawah
kekuasaan debitor atau pihak lain, penyewa atauiligewbyek Hak
Tanggungan yang baru misalnya. Karena tidak bedatd@wah kekuasaan
kreditor, adakalanya pihak di tangan siapa obyek Fenggungan berada di
dalam kekuasaannya, tidak mempunyai kepedulian yinmksud atau
kurang melakukan tindakan-tindakan pencegahan ggayelamatan yang
diperlukan. Kejadian-kejadian tertentu terhadap eébylak Tanggungan
dapat menyebabkan nilai Hak Tanggungan menurunbikphal tersebut
terjadi maka akan merugikan kreditor selaku pemggddak Tanggunan.
Oleh karena itu dalam Akta Pemberian Hak Tangguniggat dicantumkan
janji untuk memberikan kewenangan kepada pemegaalg TFanggungan
untuk melakukan sesuatu demi menyelamatkan obydk Féanggungan
apabila diperlukan ini dimaksud untuk melindungpkntingan pemegang
Hak Tanggungan agar obyek Hak Tanggungan masih pada saat
pelaksanaan eksekusi atau untuk menjamin bahwaatek tanah yang

dijadikan obyek Hak Tanggungan itu tidak hapus diaabut.
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e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila
debitor cederajanji
Dalam hal ini dapat diperjanjikan dengan tegas lahpabila ternyata di
kemudian hari debitor cedera janji yaitu jika ugmgkok tidak dilunasi
sebagaimana mestinya, atau jika bunga yang terutiglagg dibayar, ia
secara mutlak akan dikuasakan untuk menjual beadg ynenjadi obyek
Hak Tanggungan di muka umum, untuk mengambil palamaitang pokok
maupun bunga, serta biaya-biaya yang dikeluarkan gandapatan
penjualan itu. Biasanya klausul ini dicantumkaradalAkta Pemberian Hak
Tanggungan, manakala kreditor adalah pemegang Hakglingan yang

memiliki parateeksekusi.

f. Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa
obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan
Ini merupakan suatu janji mengenai larangan melakylembersihan Hak
Tanggungan atas benda yang dijaminkan oleh perbgiku atas benda
tersebut apabila benda itu beralin kepemilikaniyalam Hipotek hal ini
diatur dalam Pasal 1210 ayat (2) KUHPerdata dimaemakai Hipotek
pertama dapat meminta diperjanjikan dalam perjanjitipotek bahwa
Hipotek tidak akan dibersihkan apabila agunan tiplah pemilik. Janji
yang demikian disebutteding van niet zuivering.
Beding van niet zuiveringdalah suatu janji yang diberikan oleh pemberi
jaminan Hak Tanggungan kepada pemegang jaminan ebaityek Hak
Tanggungan tidak akan dibersihkan oleh pemberirjamiapabila jaminan
itu dijual dalam rangka eksekusi jaminan tersebahakala debitor cedera
janiji.

g. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya
atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu

dari pemegang Hak Tanggungan
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Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (j HUWWUHT bahwa
Hak Tanggungan hapus karena hapusnya hak atasyangldibebani Hak
Tanggungan itu. Hapusnya hak atas tanah dapatlitenaara lain karena
pemberi Hak Tanggungan setelah dibebankannya Haigglmgan itu
kemudian melepaskan secara sukarela hak atas itan&@fengan demikian
dicantumkannya janji ini di dalam Akta PemberiankH&anggungan,
pemberi Hak Tanggungan tidak boleh melepaskan lzakitgs obyek Hak
Tanggungan tersebut. Apabila ia akan melepaskanyaasttas obyek Hak
Tanggungan tersebut, ia harus mendapat persettgttais terlebih dahulu
dari pemegang Hak Tanggungan.

. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh
atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan
untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan
dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya
untuk kepentingan umum

Apabila ternyata terhadap obyek Hak Tanggunganelbets dilepaskan
haknya untuk kepentingan umum, dengan janji inin@gang Hak
Tanggungan berhak memperoleh pelunasan piutangmy@ahti rugi yang
diterima oleh pemberi Hak Tanggungan itu.

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh
atau sebagian dari uang asurans yang diterima pemberi Hak
Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan
diasuransikan

Pemegang Hak Tanggungan berhak meminta diperjangisairansi pada
benda yang menjadi obyek Hak Tanggungan. Dalam blealda yang
menjadi obyek Hak Tanggungan itu telah diperjamikeahwa pemegang
Hak Yangungan akan memperoleh uang asuransi tergidau terjadi
keadaan yang tidak dapat didu@g@ermacht)yang menimbulkan suatu
kerugian yang menimpa benda yang diasuransikaaetr,suntuk pelunasan

piutangnya, agar janji asuransi ini berlaku puléukrperusahaan asuransi,
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janji ini harus diberitahukan kepada perusahaamaasu tersebut. Dalam
Hipotek janji ini dikenal dengaasurantie bedingPencantuman janji yang
bersangkutan dengan perolehan ganti kerugian éansphaan asuransi ini
sangat dibutuhkan bagi perbankan. Di dalam praktibankan klausul ini
dicantumkan juga di dalam polis asuransi atas aguyang ditutup

asuransinya yang dikeluarkan oleh penutupan asuyang bersangkutan.

Klausul tersebut dikenal sebadpainker’s clause.

j. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak
Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan
Apabila obyek Hak Tanggungan dikuasai/dihuni oleamperi Hak
Tanggungan sendiri, maka hal tersebut akan menaikkib harga
penawaran dan minat untuk membeli benda yang mieanpabyek Hak
Tanggungan itu menjadi menurun pada saat pelelasgdmubungan dengan
hal tersebut, agar pihak pemegang Hak TanggungaR tilirugikan, atas
kesepakatan kedua belah pihak di dalam Akta Pemrbétak Tanggungan
dicantumkan janji pengosongan ini.
Sebenarnya pengosongan ini tidak hanya berlakukupemberi Hak
Tanggungan saja, pihak lain yang menguasai/mengluloyiek Hak
Tanggungan harus segera mengosongkan obyek HakyUagan, manakala
debitor cedera janji. Hal ini untuk memudahkan psosksekusi terhadap

obyek Hak Tanggungan.

k. Janji bahwa Sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan
pembebanan Hak Tanggungan dikembalikan kepada pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan
Artinya para pihak dapat memperjanjikan bahwa penthak Tanggungan
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada pemddakdanggungan
untuk menerima dan menyimpan Sertipikat tersebutpsa utang yang
dijaminkan dengan Hak Tanggungan tesebut lunas.

Karena sifat yang tidak limitatif dari janji-janjang disebutkan dalam Pasal
11 ayat (2) UUHT itu, atau dengan kata lain bol&amtumkan janji-janji lain
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selain janji-janji tersebut. Hal itu dapat terjadieh karena debitor dalam keadaan
yang membutuhkan dana (kredit), sehingga karenaletutor dalam keadaan
tidak berdaya untuk menolak atau menyatakan kedrersgrhadap permintaan

kreditor akan janji-janji yang sangat merugikaniteb

Untuk substansi yang dilarang, hal ini dapat klatldalam Pasal 12 UUHT
dimana yaitu larangan pencantuman janji serta medag memberikan
kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untukliknesbyek Hak
Tanggungan apabila debitor cedera janji adalaH batai hukum. Janji ini dalam
Hipotek dikenal sebagdivervalbeding”. Dan menurut Pasal 1178 KUHPerdata
janji yang demikian adalah batal demi hukum. Dalantn kata lain bahwa dari

semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi debitagar dalam
kedudukannya yang lemah pada waktu mengajukan peman kredit harus
terpaksa menerima janji itu. Di samping itu laranga mencegah turunnya harga
atau nilai dari benda yang dibebani Hipotek sehangpat mengakibatkan
seluruh utang debitor dapat dibayar dari hasil yedan benda itu apabila nantinya

terpaksa harus dilelang.

215 Tata Cara Pembebanan Hak Tanggungan

Tata cara pembebanan Hak Tanggungan diawali detadpap pemberian
Hak Tanggungan dengan suatu akta otentik, yaitua ARemberian Hak
Tanggungan, yang dibuat di hadapan PPAT yang bemgerdan kemudian
dilakukan pendaftaran pembebanan tersebut di KdP¢otanahan. Pembebanan
Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat yang ditetaplalam UUHT, yaitu
sebagai berikut?

a. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janjkuntemberikan
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utangntertyang

dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tielgksahkan dari

%2 Sutedi, Op.Cit., h.72.
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perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjiamnya yang
menimbulkan utang tersebut.

b. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syaratisdpp@s yang
meliputi nama dan identitas pemegang dan pembékiTdaggungan,
domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tangan,
penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yl@minkan
pelunasannnya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggurdan uraian
yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

c. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyarptdulisitas
melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada KantoaRainan setempat
(Kotamadya/Kabupaten).

d. Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adamjak
Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-Kdemi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

e. Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegahiak
Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apatiebitur
cidera janji (wanprestasi).

Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 UUHT, sistetatdi€ara pendaftaran

Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pertanahan;

2. PPAT dalam waktu tujuh hari setelah ditandatangemberian Hak
Tanggungan wajib mengirimkan akta pendaftaran Hakggungan dan
warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan serta $ged@y diperlukan.
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Adgkapala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentangadfenan Hak
Tanggungan, berkas itu meliputi:

a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap dama d
memuat daftar jenis surat-surat yang disampaikan;

b. Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan daeripsa
Hak Tanggungan;
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c. Fotocopy surat identitas pemberi dan pemegang Hak
Tanggungan;

d. Sertipikat asli Hak Atas Tanah atau Hak Milik atsatuan
rumah susun yang menjadi obyek Hak Tanggungan;

e. Lembar kedua APHT;

f. Salinan APHT vyang sudah diparaf oleh PPAT yang
bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan olepal&e
Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak
Tanggungan;

g. Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan

3. Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah Hak Tagggurdan
mencatatnya dalam buku tanah Hak Atas Tanah yangadieobyek
Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut Bad#pikat Hak
Atas Tanah yang bersangkutan;

4. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal Kesujuh
setelah penerimaan secara lengkap surat-surat ggreglukan bagi
pendaftaran. Jika hari ketujuh itu jatuh pada hiaar, buku tanah yang
bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya.

Sebelum melakukan pendaftaran Hak Tanggungan dioKd&ertanahan,
beberapa surat atau dokumen diperlukan sebagatdgagkap untuk pendaftaran
Hak Tanggungan. Syarat-syarat tersebut tercantdamd&urat Edaran Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dNd@00-1035A tentang
Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan sepertidiaraksud dalam Pasal 13
ayat (3) dan ayat (4) UUHT. Jadi syarat kelengkagarat atau dokumen
ditujukan untuk pendaftaran obyek Hak Tanggungargyaasih bersifat umum.
Syarat kelengkapan surat atau dokumen tersebutdata :

1. Tanah sudah berSertipikat atas nama pemberi Haggglaugan:

a. Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan.

b. Asli Sertipikat Hak Atas Tanah.

c. Asli akta pemberian Hak Tanggungan.

d. Pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan.
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Bukti dipenuhinya persyaratan administratif yanglagarkan
pada minimal peraturan tertulis tingkat Menteriuatiisetujui

Menteri.

2. Tanah yang sudah berSertipikat sudah ada aktailparahaknya dan

belum terdaftar ke atas nama pemberi Hak Tanggungan

a.
b.

C.

Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan.

Asli Sertipikat Hak Atas Tanah.

Asli bukti terjadinya peristiwa/perbuatan hukum dgmya hak
atas tanah ke atas nama pemberi Hak Tanggungaa|ngas
Surat Keterangan Waris, akta Pembagian Harta Végais akta
pemindahan hak atas tanah.

Asli akta pemberian Hak Tanggungan,

Bukti dipenuhinya persyaratan teknis/administratiisalnya
apabila diperlukan untuk memenuhi Peraturan Memtgraria
Nomor 14 Tahun 1961, SK.59/dda/1970, biaya pendafta
peralihan hak atas tanah, biaya pendaftaran Halygiangan
dan syarat administrasi lain sesuai dengan ketenttang
berlaku, dimaksud 1 e.

3. Sebagian tanah yang sudah DberSertipikat yang pdillakukan

pemisahan:

a.
b.
C.
d.

Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan.

Asli akta pemberian Hak Tanggungan.

Sertipikat atas nama pemberi Hak Tanggungan.

Bukti dipenuhinya persyaratan teknis/administratiisalnya
apabila diperlukan untuk memenuhi Peraturan Memtgraria
Nomor 14 Tahun 1961, SK.59/dda/1970, biaya pendafta
peralihan hak atas tanah, biaya pendaftaran Hakydiagan
dan syarat administrasi lain sesuai dengan keteniang

berlaku, dimaksud 1 e.

4. Tanah bekas Hak Milik adat belum berSertipikat @hel penegasan

hak/konversi):

a.

Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan.
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b. Asli akta pemberian Hak Tanggungan.
c. Surat-surat bukti hak/jenis hak dimaksud :
i Pasal Il Ketentuan Konversi UUPA.
iii  Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
iv. PMPA Nomor 2 Tahun 1962.
v Permeneg/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1995.
vi Pasal 10 Ayat (3) beserta penjelasannya UUHT.

d. Gambar Situasi/Surat Ukur bidang tanah dimaksud.

e. Hasil pengumuman dimaksud Pasal 18 Ayat (2) PP Mdifio
Tahun 1961 selama 2 (dua) bulan, tanpa sanggaédmadap
hasil penyelidikan riwayat tanah dengan alat-aknipuktian
dimaksud pada c dan e.

f. Bukti dipenuhinya persyaratan teknis/administratiisalnya
apabila diperlukan untuk memenuhi Peraturan Memtgraria
Nomor 14 Tahun 1961, SK.59/dda/1970, biaya pengafta
peralihan hak atas tanah, biaya pendaftaran Halygiangan
dan syarat administrasi lain sesuai dengan ketenttang
berlaku, dimaksud 1 e.

Kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dijadikan rdasduk dapat
diproses pembuatan Buku Tanah Hak Tanggungan. iT&wau persyaratan
dokumen-dokumen tersebut tidak dipenuhi/tidak lepgknaka pemohon akan
diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnyahthari kerja stelah tanggal
diterimanya warkah yang dilampirkan pada surat patag dari PPAT dengan
menyatakan alasan dan kekurangannya. Pernyataatulistertersebut
ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dada®anan Tanah atas nama

Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (4) UUHT, jika perdgarpersyaratan
dokumen sudah dipenuhi/dilengkapi maka hari kegeujkh, terhitung dari hari
pertama penyerahan dokumen yang sudah lengkap,pakemn tanggal Buku
Tanah Hak Tanggungan. Penghitungan hari kerjadetsedak termasuk hari
libur resmi. Sedangkan untuk tanah yang masih hdipueses pembuatan Bukti
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Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanahnya dan/atacgbatan peralihan haknya,
pelaksanaan pencatatan pemberian Hak Tanggungatifakaukan bersamaan
dengan pembuatan buku tanah dan Sertipikat atasa npemberi Hak

Tanggungan. Oleh karena itu, momentum lahirnya pdraban Hak Tanggungan
atas tanah adalah pada saat hari buku tanah Hajgliagan dibuatkan di Kantor
Pertanahan. Bentuk dan isi buku tanah Hak Tanggudgetapkan oleh Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan, jugardialam beberapa

peraturan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/lKepala Badan Rahi@n Nasional
Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggung

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentanmgiafaran
Tanah, yang merupakan penjabaran lebih lengkap MEearaturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanddakiNomor 5
Tahun 1996;

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Rahntan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan peraturan pelakdari Pasal
17 dan Pasal 18 UUHT yang dihubungkan dengan Reratu
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaranah
sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan PanaRemerintah
Nomor 24 Tahun 1997.

Dalam beberapa subbab sebelumnya telah dijelaskamgenai syarat-
syarat obyek Hak Tanggungan. Salah satu syarabigradalah syarat “termasuk
hak yang didaftar dalam daftar umum, karena hareim@muhi syarat publisitas”.
Sehubungan dengan syarat dari obyek Hak Tangguygag kedua, untuk
menjamin kepastian hukum suatu obyek Hak Tanggungaka dibuatlah
kesepakatan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungam kemudian didaftarkan
di Kantor Pertanahan. Dalam Akta Pemberian Hak langan yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memang hanglagat dua pihak (debitor
dan kreditor) yang menyepakati janji-janji di dalaya. Pada dasarnya janji-jan;ji
tersebut tidak hanya mengikat debitor dan kred#aja, tetapi juga mengikat
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pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah masyardkas yang tidak memiliki
hubungan dengan obyek Hak Tanggungan, tetapi dia nmasndatang dapat
dimungkinkan ingin mengetahui informasi tentangtustatanah yang menjadi

obyek Hak Tanggungan.

Untuk mengetahui informasi tersebut, pihak ketigaat melihat buku
tanah atau buku tanah Hak Tanggungan yang terdapgaintor Pertanahan. Oleh
sebab itu perjanjian pemberian Hak Tanggungan y@nmgiang dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan harus didaftarkan padéoKBertanahan setempat,

dimana letak obyek Hak Tanggungan tersebut berada.

Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan di Kafertanahan
merupakan perwujudan dari Asas Publisitas, saldin g#ar di dalam sistem
pendaftaran hak atas tanah. Asas Publisitas age&atatatan dari pembebanan
obyek Hak Tanggungan, sehingga terbuka dan dapaetatiui oleh umurt
Mengenai Asas Publisitas ini diatur dalam Penjeldsamum Angka 3 C UUHT.

Sesungguhnya Asas Publisitas ini tidak terlepas daas Droit de
Preference, karena terhadap obyek Hak Tanggungag weebutkan secara
spesifik dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, pkraklitor pemegang Hak
Tanggungan memiliki keistimewaan untuk didahuluiada pelunasan daripada
kreditor-kreditor lain dan terhadap pihak ketigangahendak atau sedang
menguasai obyek Hak Tanggungan, maka perlu kirpagjanjian pemberian Hak

Tanggungan ini dapat diketahui secara umum.

Tujuan lain dari Asas Publisitas ini adalah melimgiumasyarakat atau
calon pembeli dari tindakan debitor, manakala @ebmemiliki itikad buruk.
Yang dimaksud dengan debitor yang memiliki itikaduk misalnya dalam salah
satu klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan dikatabd@hwa debitor tidak
akan menyewakan kepada pihak lain obyek Hak Targmjumtanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari kreditor. Tetapi dalakenyataannya, tanpa
sepengetahuan kreditor, debitor cedera janji (westpsi) dengan menyewakan

% Mariam Darus BadrulzamaSerial Hukum Perdata Buku Il Kompilasi Hukum Jamina
Mandar Maju, Bandung, 2004, h.13.
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obyek Hak Tanggungan kepada pihak ketiga yang tdekgetahui secara jelas
status dari obyek Hak Tanggungan tersebut.

Oleh sebab itu Asas Publisitas memegang perandmg@etalam perjanjian
pemberian Hak Tanggungan. Karena jika suatu péjanpemberian Hak
Tanggungan tidak didaftarkan maka akan terjadi mkpangsiuran status dari
suatu obyek Hak Tanggungan. Hal tersebut bisa matmbasyarakat awam ricuh
dengan informasi yang tidak pasti kebenarannyatddrini bisa dimanfaatkan
oleh debitor yang beritikad buruk.

2.1.6 Sertipikat Hak Tanggungan

Sebagai tanda bukti adanya Pemberian Hak TangguKgator Pertanahan
mengeluarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang mearpdlukti dari adanya
pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan. Sertipikdt Hanggungan selain
sebagai bukti pembebanan Hak Tanggungan atas tpmgghmemiliki kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadikninHdapat dimungkinkan
karena dalam Sertipikat Hak Tanggungan memuat ifedih-dengan kata-kata
“‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Egang juga terdapat
dalam setiap putusan pengadilan.

Dalam Pasal 224 HIR dikatakan, bahwa:

"Suatu grosse akta hipotik dan surat pengakuanngutgang dibuat di
hadapan Notaris di Indonesia dan yang bagian aas®ynakai perkaraan “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ meggilkkekuatan yang
sama dengan keputusan hakim.”

Jadi berdasarkan Pasal 224 HIR tersebut yang merapkekuatan sebagai
grosse hanya akta hipotik dan akta pengakuan wang dibuat secara Notariil
saja. Di samping itu dalam Sertipikat Hak Tangguntidak terdapat ketentuan
yang bersifatcondemnatoirseperti Putusan Hakim dan grosse akta notariil,
sehingga Sertipikat Hak Tanggungan tidak dapathth&an kualitasnya dengan
putusan hakini? Sertipikat Hak Tanggungan hanya berisi pernyataarstitutif
dari pejabat yang menerbitkan, yakni uraian tentalmgek, subyek, dan jumlah

% Sutedi, Op.Cit., h.122.
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utang yang dijamif> Pernyataan tersebut tidak memerlukan tindakankekse
karena sudah mengikat sejak pernyataan difu@dengan demikian, jika
Sertipikat Hak Tanggungan hendak dipersamakan depgtusan hakim, maka
kualitasnya adalah sama dengan putus@hklaratoir, sehingga tidak dapat
dieksekusi meski diberi titel eksekutorfal

Walaupun irah-irah yang dicantumkan dalam Sertipltak Tanggungan
tidak memenuhi syarat Pasal 224 HIR namun di daganjelasan atas Pasal 14
UUHT dikatakan, bahwa pemberian irah-irah sepertigbut di atas dimaksudkan
agar Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatesekeitorial, sehingga
kalau debitur wanprestasi, Sertipikat Hak Tanggungap untuk dieksekusi
seperti halnya keputusan Pengadilan yang telah mmeyap kekuatan yang tetap
(Pasal 14 sub 3 Undang-Undang Hak Tanggungan).

Setelah Sertipikat Hak Tanggungan diterbitkan ¢dahtor Pertanahan dan
Sertipikat Hak Atas Tanah dibubuhi catatan pembabdtak Tanggungan, sesuai
dengan Pasal 14 Ayat (5) UUHT, Sertipikat Hak Tamggan diberikan kepada
pemegang Hak Tanggungan (kreditor).

2.1.7 HapusnyaHak Tanggungan
Dalam Pasal 18 ayat (1) UUHT terdapat beberapa/dnal menyebabkan
hapusnya Hak Tanggungan, yaitu:
a. Hapusnya utang yang dijamin Hak Tanggungan
Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan merupakan njienajaminan
kebendaan yang mengikuti perjanjian kred@engan berakhirnya
perjanjian kredit maka Perjanjian Pemberian Hak ghamgan ikut
berakhir dan berakibat pembebanan Hak Tanggungada fsatu obyek
pun ikut berakhir. Dilepaskannya Hak Tanggungam glemegang Hak
Tanggungan dengan pemberian pernyataan tertulis genan

dilepaskannya Hak Tanggungan kepada pemberi Halgglemgan,

% bid.
% |bid.
37 bid.
% 3atrio, Op.Cit., h.306.
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pembersihan Hak Tanggungan dengan berdasarkarapangperingkat
oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan peimelatas tanah
yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak tateeh yang
dibelinya itu dibersinkan dari pembebanan Hak Tamnggn, dan
hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggdhga

b. Dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemeghkiads
Tanggungan
Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh gssrgeya
dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis g
dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegbiag
Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggurigan.

c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan suatu paneperingkat
oleh Ketua Pengadilan Negeri
Bahwa peristiwa seperti ini lebih banyak terjadalak jumlah hasil
dieksekusi, diperkirakan tidak cukup untuk melunssiuruh tagihan
debitor™

d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggunga
Dalam hal hak atas tanah yang dibebani berakhgkgmmwaktunya dan
kemudian diperpanjang, Hak Tanggungan yang bersdagktidak
menjadi hapus, karena hak atas tanah yang dibéd@mp berlangsung
selama jangka waktu perpanjanganHapusnya Hak Tanggungan
karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Haggliagan ini
tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijdhin.

Setelah Hak Tanggungan hapus, maka berdasarkahZRas&HT Kantor

Pertanahan melakukan pencoretan catatan eiga Hak Tanggungan guna

% Sutedi, Op.Cit., h.80.
“%IndonesiaUndang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta®&®enda yang Berkaitan
dengan TanahJU No.4 tahun 1996, LN No.42 Tahun 1996, TLN No.368s. 18 ayat (2).
4. SatrioHukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak TangguBgéu 2 (Bandungan:
Citra Aditya Bakti, 2004), h.257.
2 Budi Harsono, Op.Cit., h.453.
3 Sutedi, Op.Cit., h.83.
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kepentingan administrasi. Pencoretan Hak Tanggumijakukan oleh Kantor
Pertanahan atas dasar sebagai beffkut:

a. Permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkemgamti
b. Perintah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnygutielempat Hak

Tanggungan yang bersangkutan didaftarkan

2.1.8 Eksekus Hak Tanggungan

Eksekusi secara umum adalah pelaksanaan putusgadien yang telah
memperoleh kekuatan hukum tefdp.Eksekusi yang dimaksud adalah
melaksanakan secara paksa putusan Pengadilan devaggnan kekuatan
hukum?® Dalam perjanjian pemberian Hak Tanggungan, tetdi&pdua belah
pihak yaitu debitor dan kreditor yang dituangkadada Akta Pemberian Hak
Tanggungan. Pada awalnya perjanjian pemberian Halggungan tersebut lahir
karena debitor membutuhkan dana sebagai modal un&mkbangun usaha atau
memiliki sesuatu, tetapi ia tidak memiliki dana gacukup. Dengan demikian
debitor mengajukan permohonan kredit kepada bardditor). Perjanjian kredit
merupakan perjanjian pokok, sedangkan bank padammyas membutuhkan
jaminan, sebagai perjanjian accesoir (perjanjianb&han), agar memperkecil
resiko dalam menyalurkan kredit dan sebagail beantisipasi pihak kreditor,
karena jika debitor tidak sanggup melunasi hutaadarjaminan tersebut dapat
dieksekusi guna melunasi hutang debitor. Dalam dP&sgn Umum Angka 9
UUHT disebutkan bahwa salah satu ciri khas Hak §jangan adalah mudah dan
pasti eksekusinya jika debitor cedera janji. Eksekddak Tanggungan vyaitu
apabila debitor cidera janji maka obyek Hak Tanggum dijual melalui
pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalamaturan perundang-

undangan yang berlaku dan pemegang Hak Tanggungerakb mengambil

“ Sutedi, Op.Cit., h.84.
> Salim, Op.Cit., h.188.
e wildan Suyuthi MustofaPraktik Kejurusitaan Pengadilarfjakarta: Mahkamah Agung
Republik Indonesia, 2002), h.37.
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seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelungsatangnya, dengan hak
mendahului daripada kreditor-kreditor 14ih.

Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengarcéigayaitu:

1. Menjual obyek Hak Tanggungan melalui Sertipikat Haggungan
melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasatampynya dari
hasil penjualan tersebut, berdasarkan Pasal 14 UUHT

2. Penjualan obyek Hak Tanggungan secara di bawahartanjka
dengan cara tersebut akan diperoleh harga tertingang
menguntungkan semua pihak.

3. Memberikan kemungkinan penggunaan acara Parate kisse
berdasarkan Pasal 6 UUHT.

Sertipikat Hak Tanggungan diterbitkan oleh Kantoert&nahan. Jadi
Sertipikat Hak Tanggungan merupakan tanda bukthyalatau lahirnya Hak
Tanggungan. Sertipikat Hak Tanggungan memiliki lee&n eksekutorial yaitu
mempunyai kekuatan sebagai suaosse acte.Sertipikat Hak Tanggungan
memuat irah-irai'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Berdasarkan Pasal 224 HIR, suatu grosse akta kipate akta pengakuan hutang
yang dibuat secara notariil dan memuat irah-ifl2bmi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa’mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan
Hakim. Eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR dilakukeh kreditor dengan cara
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan iNeggrgan tujuan
menerbitkanfiat (surat perintah) untuk melakukan eksekusi. Fiatkksi yang
diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dijalankégh Kantor Lelang Negara
untuk selanjutnya dilakukan pelelangan obyek HakgBangan secara umum
dimana hasilnya digunakan untuk melunasi hutangtatekepada kreditor dan
jika terdapat sisa akan dikembalikan kepada debikksekusi obyek Hak

Tanggungan melalui Pengadilan Negeri sebenarnyapakan alternatif terakhir

" Habib Adjie, Op.Cit., h.22.
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setelah upaya penjualan di bawah tangan atau panjasas kekuasaan sendiri
mengalami kegagaldfi.

Penjualan di bawah tangan merupakan cara yang gpafindah dan
bertujuan memperoleh harga tertinggi, sehingga ma&nggkan semua pihak.
Keuntungan lainnya adalah debitor tidak harus mggamg biaya eksekusi.
Tetapi justru sering dihindari oleh bank sebaga&dkor. Karena cara ini harus
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Agabiiit sudah menjadi macet,
sering karena sulit bagi bank untuk dapat memplergersetujuan nasabah

debitor®®

Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan cara Paragki&ismerupakan
kewenangan hak pemegang Hak Tanggungan pertam& uménjual Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelatangaum. Cara yang
demikian tidak memerlukan persetujuan dari pihakitde dan tidak perlu pula
meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setampak melakukan eksekusi
tersebut. Pemegang Hak Tanggungan cukup mengajp&anohonan kepada
Kepala Kantor Lelang Negara setempat. Setelah ekeiss, hasil penjualan
diterima oleh pemegang Hak Tanggungan pertama ddaukada kreditor
konkuren, maka hasilnya dibagi-bagi kepada kredaomya tersebut. Jika ada
masih ada sisa, diberikan kepada debitor. Kekurardmi eksekusi cara ini
mengingat dalam pelelangan umum dilakukan penawaesiandah-rendahnya
adalah jika harga lelang yang diperoleh adalahaenbisa terjadi kemungkinan
debitor tidak mendapat sisa penjualan atau bahkiak tukup untuk melunasi

hutangnya kepada kreditor.

Dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sedars,lédiasanya di
dalam praktek sering timbul kendala apabila obyak Flanggungan yang akan
dieksekusi ternyata masih berpenghuni. Kantor lglslegara sebagai lembaga
yang berwenang melakukan penjualan secara leldkay anenemui kendala

ketika obyek Hak Tanggungan ternyata masih berpemglkKarena Kantor

“8 M. Khoidin, Problematika Eksekusi Sertipikat Hak Tanggung&igyakarta: Laksbang
Pressindo, 2005), h.26.
“9 Sjahdeini, Op.Cit., h.121.
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Lelang Negara tidak berwenang mengosongkan oby&Kkldaggungan pada saat
eksekusi Hak Tanggungan tersebut, kecuali dalama ARemberian Hak
Tanggungan telah diperjanjikan bahwa debitor ak&mgosongkan obyek Hak
Tanggungan pada saat eksekusi. Berdasarkan PaBahy2 (11) HIR jika
terlelang tidak mau secara sukarela menyerahkaekol®tang, maka ia akan
dikeluarkan dengan paksa dan bila perlu dengarnubaraparat kepolisian.

2.2 Analisis Janji Untuk Tidak Menyewakan Obyek Jaminan dalam
Akta Pemberian Hak Tanggungan
221 Debitor Pemberi Hak Tanggungan Sebagai Pemilik Obyek Hak

Tanggungan

Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab Pendahukegiatan pinjam-
meminjam antara masyarakat dengan lembaga perban&eupakan salah satu
cara dalam rangka memperolen modal bagi masyardB@sanya dalam
menyalurkan dana kepada masyarakat, prinsip tengetalam hukum kredit
adalah jaminan dengan tujuan memperkecil resikandanenyalurkan kredit dan
sebagai bentuk antisipasi pihak kreditor, karena jdebitor tidak sanggup
melunasi hutang maka jaminan tersebut dapat dieksefina melunasi hutang
debitor. Jaminan itu sendiri terbagi menjadi dwamipan umum dan jaminan
khusus, yang lebih dikenal dengan jaminan kebend&atah satu lembaga
jaminan kebendaan yang biasa digunakan masyardkédahalembaga jaminan

Hak Tanggungan.

Obyek Hak Tanggungan itu sendiri berdasarkan PasaPasal 7 UUHT
terdiri dari lima jenis hak atas tanah yang dapgadikan jaminan Hak

Tanggungan:
1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha,;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai, baik Hak Milik maupun hak atas negara,;
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5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan ke yang telah
ada atau akan ada merupakan satu kesatuan demgdntéasebut dan
merupakan Hak Milik pemegang hak atas tanah yamgbpbanannya
dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pembkakmatas tanah
yang bersangkutan.

Dari kelima hak atas tanah tersebut Hak Milik makgn hak yang paling

utama jika dibandingkan dengan hak kebendaan yamgmyla. Hal ini dapat
dilihat berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata yang Ipgrbu

“Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan s#gukebendaan
dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadbpnd@an itu dengan
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan deogdang-undang atau
peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasgang berhak
menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak oraimg kesemuanya itu
dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabatamtuhdemi kepentingan
umum berdasar atas ketentuan undang-undang darardeegmbayaran ganti

rugi.”

Berdasarkan pengertian mengenai Hak Milik tersebrang yang berhak
(pemilik) dapat menikmatinya dengan sepenuhnya m@mguasainya dengan
sebebas-bebasnya. Menurut Prof. Dr. Sri Soedewijddi@sn Sofwan, S.H.,
pengertiarmenguasai benda dengan sebebas-bebadagat diartikan dalam dua
arti®® Pertama ialah dalam arti; dapat memperlainkan vieem den),
membebani, menyewakan dan lain-lEinYaitu pokoknya dapat melakukan
perbuatan hukum terhadap sesuatu Za#ledua ialah dalam arti: dapat memetik
buahnya, memakainya, merusak, memelihara dan daifi¥l Yaitu pokoknya
dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil.

*0 Sri Soedewi Masjchoen Sofwarukum Perdata: Hukum BendéYogyakarta: Liberty, 2000),
h.42.
*1 |bid.
*2 |bid.
%3 |bid.
> Ibid.
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Berdasarkan pendapat dari Irma Devita PurnamaSad,, M.Kn. Hak
Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, blisa dimiliki secara turun-
temurun tanpa ada batas waktu berakhimiy@ubyek Hak Milik dibagi menjadi

dua, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
Seseorang hanya dapat dinyatakan sebagai pemKk& ja sudah
mengajukan permohonan hak atas tanah dan yang bdipekan
mengajukan permohonan tersebut adalah Warga Négdwaesia karena
seluruh tanah yang ada di Indonesia adalah milikuirge bangsa
Indonesia.

2. Badan-badan tertentu
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan PemerimamomN38 Tahun
1963, vyaitu koperasi pertanian, badan-badan nedgm@an keagamaan,

dan badan sosial.

Selain itu pengertian Hak Milik dapat kita lihatrdairi-ciri Hak Milik.

Yang merupakan ciri-ciri dari Hak Milik itu ialatebagai berikut®

1. Hak Milik itu selalu merupakan hak induk terhadak lkkebendaan yang
lain. Sedangkan hak-hak kebendaan yang lainnya lyarsifat terbatas itu
berkedudukan sebagai hak anak terhadap Hak Milik.

2. Hak Milik itu ditinjau dari kuantitetnya merupakdrak yang selengkap-
lengkapnya.

3. Hak Milik itu tetap sifatnya. Artinya tidak akanngap terhadap hak
kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yangdait lenyap jika
menghadapi Hak Milik.

4. Hak Milik itu mengandung inti (benih) dari semuakheebendaan yang
lain. Sedang hak kebendaan yang lain itu hanya pa&anonderdeel
(bagian) saja dari Hak Milik.

*5 Irma Devita Purnamasafanduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiar@es, Mudah,
gﬁan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanah@gandung: Kaifa, 2010), h.3.
Ibid., h.48.
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Pengertian Hak Milik pada KUHPerdata pun berbedagde pengertian
Hak Milik pada UUPA. Dalam KUHPerdata, obyek Haklikidapat berupa
benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sedamgtam UUPA, obyek Hak
Milik hanya berupa benda tidak bergerak. Dalam gexrhbatasan, dalam Pasal
1337 KUHPerdata pembatasan penggunaannya padah#fayaitu: tidak
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umamhak-hak orang lain.
Dalam UUPA, pembatasannya hanya pada fungsi sétahini dapat dilihat dari
Pasal 20 UUPA yang berbunyi:

“(1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuatndegerpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat keterttalam Pasal 6
UUPA.

(2) Hak Milik dapat beralin dan dialihkan kepadiagk lain.”

Berdasarkan kedua ketentuan di atas dapat dikatakbwa pemilik hak
atas tanah dapat melakukan pengalihan hak terhadeny lain. Seperti ketika
pemilik menggunakan Hak Miliknya menjadi obyek Ha&nggungan. Dimana
pemilik, jika ia membutuhkan dana, dapat menjadikak Milik atas tanahnya
menjadi obyek Hak Tanggungan, dengan melakukaramem pemberian Hak
Tanggungan. Jika ia sudah melakukan perjanjian paarb Hak Tanggungan
dengan seorang kreditor, maka statusnya adalahtodelmemberi Hak
Tanggungan. Debitor pemberi Hak Tanggungan, meskigumerupakan pemilik
obyek Hak Tanggungan, tidak lagi dapat menguasagaite bebas obyek Hak
Tanggungan ketika perjanjian pemberian Hak Tanggandahir karena
kewenangannya dibatasi. Pembatasan kewenangan meHdde Tanggungan
dituangkan dalam janji-janji yang terdapat pada aAkPemberian Hak

Tanggungan.
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222 Pembatasan Kewenangan Pemilik dalam Akta Pemberian Hak

Tanggungan

Berdasarkan pengertian Hak Milik dalam Pasal 57HR¥rdata, terdapat
pembatasan terhadap Hak Milik:

1. Undang-undang dan peraturan-peraturan umum
2. Tidak menimbulkan gangguan

3. Kemungkinan adanya pencabutan (@hkteigening)

Dalam perjanjian pemberian Hak Tanggungan terdapat pihak di
dalamnya vyaitu pemberi Hak Tanggungan (debitor) dsemegang Hak
Tanggungan (kreditor). Di sini debitor meletakkak fatas tanah untuk dijadikan
jaminan Hak Tanggungan kepada kreditor. Kesepakaiatara debitor dan
kreditor dituangkan dalam suatu akta bernama Akm@aberian Hak Tanggungan
yang dibuat oleh PPAT. Akta Pemberian Hak Tanggnrggisi janji-janji yang
mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaagtinya setelah
didaftarkan di Kantor Pertanahan tak hanya mendj&dtia belah pihak, tapi juga
akan mengikat masyarakat umum atau pihak ketigarern€a fungsi dari
pendaftaran perjanjian pemberian Hak Tanggungafadior Pertanahan adalah
agar masyarakat umum yang nantinya dimungkinkan jaderpihak ketiga
mengetahui informasi tentang hak atas tanah yardpnge dibebani Hak

Tanggungan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang didaftarkarbeitsberisi janji-janiji
antara kedua belah pihak, debitor dan kreditore8epang sudah dibahas pada
bab sebelumnya, bahwa substansi Akta Pemberian Haiggungan dibagi
menjadi tiga, yaitu substansi bersifat wajib, sabst bersifat fakultatif, dan
substansi yang dilarang. Untuk substansi yang faersiajib janji-janji yang
terdapat di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungaralsudibakukan oleh
pemerintah. Karena janji-janji tersebut wajib ddakakan oleh debitor dan
kreditor. Dan jika janji-janji tersebut tidak didamkan selengkap-lengkapnya
maka Akta Pemberian Hak Tanggungan batal demi hukdedangkan pada

substansi yang bersifat fakultatif, janji-janji gaterdapat di dalamnya merupakan
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janji-janji yang bersifat pilihan. Para pihak bebagnentukan janji-janji yang
terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Usubktansi yang dilarang,
hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 12 UUHT dimaj@mji memberikan
kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untukliknesbyek Hak
Tanggungan apabila debitor cedera janji adalahl loggai hukum. Dalam arti
kata lain bahwa dari semula perjanjian itu diangi@gk ada.

Pada substansi yang bersifat fakultatif, terdapafi-janji yang dimuat
dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT. Janji-janji terselbisa dituangkan dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan, bisa juga tidak. Kareng-janji tersebut tidak
diwajibkan dan tidak mempunyai pengaruh terhadapysa Akta Pemberian Hak
Tanggungan. Para pihak bebas mengurangi dan/ataanmb@hkan janji-janji di
dalamnya. Tetapi kalau kita lihat lebih lanjut menagi janji-janji yang terdapat
dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT tersebut terdapatrBpbganji yang membatasi
kewenangan debitor selaku pemberi Hak Tanggungan demberikan
kewenangan kepada kreditor selaku pemegang Hakgtiaggn. Di sini pemberi
Hak Tanggungan dibatasi kewenangannya untuk meaguabyek Hak
Tanggungan karena obyek Hak Tanggungan berada wahb&kewenangan
pemegang Hak Tanggungan juga. Karena pemegang Hakglingan siap
mengeksekusi obyek Hak Tanggungan jika pemberi Hakggungan cedera
janji, tidak dapat melunasi hutangnya kepada koedi{pemegang Hak
Tanggungan).

Jika pemberi Hak Tanggungan merupakan pemilik olbyak Tanggungan,
maka kewenangannya selain dibatasi oleh KUHPergattay: tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan hak-lemkng lain,
kewenangannya juga dibatasi oleh janji-janji yargidpat dalam Akta Pemberian

Hak Tanggungan. Pembatasan kewenangan pemberiatgglingan antara lain:

a. Pembatasan kewenangan pemberi Hak Tanggungan uméukerahkan
obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau fnehgangka waktu
sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecelafjath persetujuan

tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan.
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Dari janji tersebut dapat disimpulkan bahwa kewegaanpemilik obyek
Hak Tanggungan sebagai pemberi Hak Tanggunganadibdalam hal
menjadikan obyek Hak Tanggungan menjadi obyek stamaharus dengan
persetujuan tertulis dari pemegang Hak Tanggundi#a. suatu hak atas
tanah tidak dibebani Hak Tanggungan, pemilik méinilewenangan penuh
atas hak atas tanahnya karena memiliki Hak Mildk ja bebas melakukan
perjanjian dengan pihak lain, salah satu contoltagdaah perjanjian sewa-
menyewa. Tetapi ketika hak atas tanah tersebudikiga obyek Hak
Tanggungan, maka pemberi Hak Tanggungan sebagalilpeiyek Hak
Tanggungan dalam melakukan perbuatan hukum larostdengan izin dari
pemegang Hak Tanggungan. Karena pemegang Hak Tagagumeskipun
ia pemilik obyek Hak Tanggungan, sudah tidak dapatikmatinya dengan
sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebakygh Hak
Tanggungan yang merupakan hak dari pemilik. Hatlisebabkan oleh Hak
Miliknya sudah beralih menjadi Hak Tanggungan.

b. Pembatasan kewenangan pemberi Hak Tanggungan metagubah bentuk
atau tata susunan obyek Hak Tanggungan.
Sama dengan janji yang sebelumnya, di sini keweramemilik obyek
Hak Tanggungan sebagai pemberi Hak Tanggunganadiba®ada saat
pemegang Hak Tanggungan menjadi pemilik obyek Hakggungan, ia
bebas mengatur, mengubah bentuk, atau tata susobgek Hak
Tanggungan karena tidak ada yang berhak melarangmygk melakukan
sesuatu terhadap obyek Hak Milik yang merupakan dtak tanah yang
paling utama. Tetapi jika hak atas tanah terseldals beralih menjadi Hak
Tanggungan maka ia sudah tidak dapat menikmatieygah sepenuhnya
dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya, kamaik mbyek Hak
Tanggungan harus membagi kewenangannya dengan aegeldak
Tanggungan.

Di samping itu, secara tidak langsung kewenanganmilie obyek Hak
Tanggungan sebagai pemberi Hak Tanggungan jugdadibdengan janji-janiji
lain dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang mekare kewenangan
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kepada pemegang Hak Tanggungan (kreditor). Tetaywekangan-kewenangan
tersebut dapat digunakan oleh kreditor manakalatatebedera janji . Bahkan
pada salah satu janji yang memberikan kewenanggadke kreditor yang
tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) huruf ¢ UUHTdikoe mendapat kewenangan
untuk mengelola obyek Hak Tanggungan, jika berdasampenetapan Ketua
Pengadilan Negeri dimana obyek Hak Tanggungan heltad manakala debitor
cedera janji. Tetapi meskipun demikian kreditorakiddapat menguasai secara
penuh dengan memiliki obyek Hak Tanggungan. Katend yang seperti itu

berakibat batal demi hukum.

2.2.3 Janji Untuk Tidak Menyewakan Obyek Hak Tanggungan dan
Kedudukan Pasal 1576 KUH Perdata

Salah satu pembatasan kewenangan debitor sebagaikpebyek Hak
Tanggungan seperti yang terdapat dalam Pasal 11(3yauruf a UUHT adalah
pembatasan kewenangan debitor untuk menyewakank oHg& Tanggungan
dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktudswatau menerima uang
sewa kecuali dengan persetujuan tertulis dari iwedPengaturan yang demikian
adalah untuk mengantisipasi perjanjian sewa yar akuncul setelah lahirnya
pembebanan Hak Tanggungan terhadap obyek Hak TaggauJanji tersebut
merupakan salah satu substansi yang bersifat &ulaitu janji yang bersifat
pilihan, bisa dicantumkan dalam Akta Pemberian Hakggungan, bisa juga
tidak dicantumkan, tetapi tidak mempengaruhi sahAk#a Pemberian Hak
Tanggungan. Meskipun demikian, untuk mencegah &lajding tidak diinginkan
seperti disewakannya obyek Hak Tanggungan kepduak dain, maka Badan
Pertanahan Nasional melalui Peraturan PemerintamoK87 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Pajatcto Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Buifal997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NomoFaRd4n 1997 tentang

*"IndonesiaPeraturan Pemerintah Peraturan Jabatan Pejabat Beat Akta TanahPP No. 37
tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, TLN No0.3746,Hsayat (1).
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Pendaftaran Tanah telah menetapkan format baku Akta Pemberian Hak
Tanggungan. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungaseliat, terdapat janji
untuk tidak menyewakan obyek Hak Tanggungan yamydsadalah sebagai
berikut:

“Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pibak Obyek Hak
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih Idadfari Pihak Kedua, termasuk
menentukan atau mengubah jangka waktu sewa damfaaerima uang sewa
dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewgka

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan NG&AST Florina
Chrysanthy, Sarjana Hukum, dari janji tersebut dagmpulkan bahwa, klausul
tersebut dibuat untuk kepentingan kedua belah pih#tarena debitor sebagai
pemilik obyek Hak Tanggungan terkadang memiliki é@jngan sendiri untuk
menunjang perekonomiannya, misalnya, yaitu denganyswakan obyek Hak
Tanggungan. Dan agar tidak terjadi hal-hal yangktidlinginkan pada saat
pelaksanaan eksekusi manakala debitor cedera @janjian sewa-menyewa
tersebut dapat dilakukan oleh debitor dengan peayegalkan dengan
sepengetahuan dan izin tertulis dari kreditor. Rengdemikian kreditor

mengetahui siapa yang hendak menghuni obyek Hagglergan.

Di samping itu klausula tersebut juga mengikat eevey Penyewa wajib
mengetahui bahwa hak atas tanah yang mereka ksadang dibebani Hak
Tanggungan. Tujuannya adalah guna mempermudahspela&n eksekusi oleh
kreditor manakala debitor cedera janji. Penyewaiddnisa diajak bekerja sama
untuk melakukan pengosongan obyek Hak Tanggungam&akan mempersulit
kreditor jika penyewa masih menghuni obyek Hak Tamgan pada saat
eksekusi akan dilaksanakan. Kalau masa sewa bedlgsas tetapi obyek Hak
Tanggungan hendak dieksekusi, maka itu sudah mebggian dari perjanjian

sewa-menyewa antara pemilik/debitor dengan penyewa.

*8 IndonesiaPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pexaaan Nasional Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahury 1&htang Pendaftaran TanaPermen
Agraria/Ka. BPN No. 3 tahun 1997.
¥ Wawancara dengan Ibu Florina Chrysanthy, tangg@&sember 2010.
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Janji yang demikian dalam Hipotek diatur dalam P4485 KUHPerdata,
dimana pemegang Hipotek dapat meminta agar di dakienperjanjian Hipotek
ditetapkan suatu janji yang membatasi pemberi leipaipabila pemberi Hipotek
akan menyewakan benda yang akan dibebani Hipotedehigt. Salah satu
contohnya adalah pemberi Hipotek harus memperdehterlebih dahulu dari
pemegang Hipotek bila akan menyewakan obyek Hipgkek nantinya obyek
Hipotek harus dilelang mengingat berlakunya ket@mtBasal 1576 KUHPerdata,
yang berbunyi:

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu peraewsang dibuat
sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabilatétah diperjanjikan
pada waktu menyewakan barang.

Jika ada sesuatu perjanjian yang demikian, penyé&dak berhak
menuntut suatu ganti rugi apabila tidak ada suatji yang tegas, tetapi
jilka ada suatu janji seperti tersebut belakanganiantidak diwajibkan
mengosongkan barang yang disewa, selama ganti yamy terutang

belum dilunasi."

Pasal 1576 KUHPerdata menentukan suatu ketentuag weerupakan
perwujudan dari suatu asas hukum “perjanjian jedil tidak memutus perjanjian
sewa-menyewa”. Dalam bahasa asli KUHPerdata, ymihasa Belanda, dikenal
sebagaikoop breekt geen huuyang artinya bahwa suatu benda yang terikat
perjanjian sewa-menyewa, bila benda tersebut dipiah pemiliknya, maka
perjanjian sewa tidak berakhir karena jual bels¢but. Pembeli benda tersebut
terikat perjanjian sewa-menyewa untuk mengambih dtedudukan sebagai
pemberi sewdlessor)dalam kaitannya dengan penye{@sse)dan mengambil
alih serta tetap terikat dengan syarat-syarat deenkuan-ketentuan perjanjian

Sewa-menyewa semula.

Dengan mengingat akan maksud undang-undang terselaukataan
“dijual” dalam Pasal 1576 KUHPerdata itu sudambaglitafsirkan secaranalogis
(luas) hingga tidak terbatas pada jual-beli sagapi juga meliputi lain-lain
perpindahan milik, seperti: tukar-menukar, pengh#m perwarisan dan lain-
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lain®® Jadi walaupun dalam Pasal 1576 KUHPerdata pesjanjiang diatur

hanyalah perjanjian jual beli saja, sesungguhnyagg®ran tersebut bisa
digunakan juga untuk perjanjian lain yang berdampdinya peralihan atau
perpindahan hak dari satu pihak ke pihak lain. Dx&mijuga dalam perjanjian
pemberian Hak Tanggungan. Karena perjanjian pewaeHak Tanggungan
merupakan perjanjian jaminan dimana terdapat dubakpiyang saling

mengikatkan diri dalam janji-janji yang tercanturadp Akta Pemberian Hak
Tanggungan dengan hak atas tanah sebagai obyeknajamya. Dengan

disepakatinya janji-janji yang terdapat dalam AR®mberian Hak Tanggungan
oleh kedua belah pihak, maka telah terjadi peralihak dari debitor kepada
kreditor karena kreditor memiliki kewenangan tedq@adbyek Hak Tanggungan

tersebut.

Dengan demikian pihak ketiga yang menyewa obyek Makggungan
dapat dilindungi oleh Pasal 1576 KUHPerdata. Karepaan dari Pasal 1576
KUHPerdata adalah melindungi penyewa terhadap petvalru, apabila barang
yang disewa itu telah berpindah tangan. Jadi ketikgek Hak Tanggungan
hendak dilelang, sedangkan obyek Hak Tanggungasidbes sedang disewakan,
maka berdasarkan aspml beli tidak menghapuskan sewa-menyepenyewa
tetap dapat menempati dan menguasai obyek Hak iaggg yang akan dilelang
tersebut sampai habis masa sewanya. Tetapi jifanpian sewa-menyewa antara
debitor dengan pihak ketiga lahir setelah hak tdaah dijadikan jaminan Hak
Tanggungan dan dalam Akta Pemberian Hak Tanggutegaantum janji-janji
seperti dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT maka perjargewa-menyewa tersebut
akan berakibat batal demi hukum. Namun perlu diingghwa penyewa yang
dilindungi oleh Pasal 1576 KUHPerdata adalah peaygang beritikad baik dan

sudah mengetahui status hak atas tanah yang akawaa

% Subekti,Aneka Perjanjian(Bandung: Citra Aditya Bakti) , 1989, h.48.
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2.24 Penyewa Dianggap Beritikad Buruk

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumsgigh satu ciri
perjanjian kebendaan adalabas publisitasAsas publisitas adalah perwujudan
dari pendaftaran perjanjian pemberian Hak TanggurdjaKantor Pertanahan.
Asas ini merupakan salah satu bagian penting dedlaknTanggungan agar tidak
terjadi kesimpang siuran informasi di tengah maekair tentang status hak atas
tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan. Karena jpikmbebanan Hak
Tanggungan didaftarkan di Kantor Pertanahan din@ngek Hak Tanggungan
tersebut berada, maka informasi mengenai statusatesk tanah yang menjadi
obyek Hak Tanggungan dapat diketahui oleh masyar&tatus hak atas tanah
tersebut dapat dilihat melalui buku tanah atau akah Hak Tanggungan yang
terdapat di Kantor Pertanahan. Biasanya masyasal@a mencari tahu tentang
status hak atas tanah suatu tanah adalah merelgahgaaak melakukan suatu

hubungan hukum dengan obyek hak atas tanah tersebut

Salah satu hubungan hukum tersebut adakva-menyewaMengenai

sewa-menyewa ini diatur dalam Pasal 1548 KUHPergiatg berbunyi :

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mahak pyang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihakgylainnya kenikmatan
dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertemtalelagan pembayaran sesuatu

harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itindwpapi pembayarannya.”

Definisi lainnya menyebutkan bahwa perjanjian seweayyewa itu adalah
“Persetujuan untuk pemakaian sementara suatu bdraila, bergerak maupun
tidak bergerak, dengan pembayaran suatu hargantieffé Dari pengertian-
pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bat@n@apat unsur subyektif dan
obyektif dalam perjanjian sewa-menyewa ini. Untakswr subyektif, menyangkut
pihak-pihak yang terdapat di dalamnya. Ada dualpitiasini, yaitu pihak yang
menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewaldalah orang
perseorangan atau badan hukum yang menyewakangbatan benda kepada

®1 Salim H.S.Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontfadkarta: Sinar Grafika),
2006, h.58, dikutip dari Algra N.E. dkKkamus Istilah Hukum Fockema Andereae Belanda-
Indonesia(Bandung: Bina Cipta), 1983, h.199.
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pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah pensgorangan atau badan
hukum yang menyewa barang atau benda dari piha§ ysmyewakan. Unsur
obyektif dalam perjanjian sewa-menyewa adalah lgaetau benda dan harga.
Dengan syarat barang yang disewakan adalah bamamg lyalal, artinya tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertibarketarsilaan.

Lain halnya kalau barang yang disewakan adalahkoblgk Tanggungan.
Sesuai dengan janji yang tercantum dalam Pasalyai (2) huruf a UUHT,
debitor dibatasi kewenangannya untuk menyerahkareloiHak Tanggungan
dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktudawatau menerima uang
sewa di muka. Ketentuan tersebut berlaku jika ltag@mg disewakan adalah hak
atas tanah yang dibebankan Hak Tanggungan, kedahitor sudah mendapat
persetujuan dari kreditor. Dari isi janji tersebtdrdapat tiga pembatasan
kewenangan debitor yang berkaitan dengan sewa-menyebyek Hak

Tanggungan, yaitu:

1. Menyerahkan obyek Hak Tanggungan;

2. Menentukan atau mengubah jangka waktu sewa;

3. Menerima uang sewa di muka.

Kewenangan yang pertama dan ketiga dalam situésataa tanah tersebut
sudah dibebankan Hak Tanggungan. Jadi pada saah stitebankan Hak
Tanggungan, hak atas tanah tersebut disewakanodéd@pada pihak ketiga.
Sedangkan untuk kewenangan yang kedua, situasipyekoHak Tanggungan
sudah atau sedang disewa oleh pihak ketiga, telajpitor mengubah jangka
waktu sewa yang pada awalnya sudah disepakati odeddan pihak ketiga.
Pengubahan jangka waktu sewa-menyewa bisa denganbumé kontrak
perjanjian baru antara kedua belah pihak. Kalaudiak tanah tersebut ternyata
dibebani Hak Tanggungan, maka debitor sudah tidakitiki kewenangan penuh
untuk melakukan tiga hal tersebut lagi, harus dermasetujuan tertulis kreditor.
Karena kreditor berwenang untuk mengeksekusi oltyak Tanggungan kalau

debitor cedera janji.
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Oleh sebab itu, pihak ketiga sebagai penyewa sshgauebih berhati-hati
dan waspada ketika hendak menyewa suatu hak atalk. t8eperti yang sudah
dijelaskan, masyarakat bisa memperoleh informasg y@iperlukan tentang suatu
hak atas tanah, dapat melihat buku tanah atau taualn Hak Tanggungan yang
terdapat di Kantor Pertanahan. Karena tujuan Alemb#rian Hak Tanggungan
didaftarkan di Kantor Pertanahan adalah agar maksgharyang nantinya
dimungkinkan menjadi pihak ketiga, dapat mengetalatus hak atas tanah yang
akan menjadi obyek perbuatan hukumnya. Denganatiketya bahwa suatu hak
atas tanah sudah dibebankan Hak Tanggungan, pihgtigak biasanya
mengurungkan niatnya untuk menyewa hak atas tarablut daripada nantinya

mereka dibuat repot dengan masalah eksekusi kagiigor cedera janiji.

Jika penyewa tidak mengetahui bahwa hak atas taewesebut sudah
dibebankan Hak Tanggungan atau baru dibebankan Halggungan ketika
penyewa sedang menyewanya, karena penyewa befit#idmaka ia dilindungi
oleh Pasal 1576 KUHPerdata. Jadi ketika debitorei@eganji dan obyek Hak
Tanggungan hendak dijual lelang, penyewa masih riigbghkan menyewa
hingga masa sewanya berakhir. Tetapi jika penyewdals mengetahui bahwa
status hak atas tanah tersebut sedang dibebaniafagungan dan ia masih tetap
ingin menyewa obyek Hak Tanggungan, maka penyearsgdap beritikad buruk.
Kalau yang bersangkutan nantinya bersengketa depdwk pembeli lelang
sebagai pemenang lelang obyek Hak Tanggungan teysedalam hal
pengosongan maka ia tidak dilindungi oleh Pasab¥JHPerdata.

2.25 Upaya Pengosongan

Dalam Akta Perjanjian Hak Tanggungan terdapat jamjtuk tidak
menyewakan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengam teaitulis dari pihak
kreditor. Kreditor harus mengenal siapa yang mengbbyek Hak Tanggungan
untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi, manaiaitoidcedera janji. Tetapi

dalam praktik tidak jarang muncul masalah terhamf@pelaksanaan eksekusi

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ankie Dita Rahardiani, FH Ul, 2011.



55

Hak Tanggungan akibat adanya bantahan atau perew@erzet)dari pihak

penyewa.

Apabila terdapat bantahan atau perlawagaerzet)dari pihak penyewa,
maka kreditor harus terlebih dahulu menyelesaikarsghingga harus menempuh
suatu proses yang cukup panjang dan berbelit-btitini juga menguras banyak
tenaga, waktu, dan uang yang tidak sedikit. Olegleraitu untuk menyiasatinya,
biasanya pihak kreditor dan pihak debitor akan yaksaikan secara damai
terlebih dahulu, baru kemudian apabila tidak teatlaperdamaian di antara
keduanya maka barulah dilakukan gugatan sebaggaupseakhir kepada debitor

yang cedera janji tersebut.

Irah-irah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tamggun menunjukkan
bahwa Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekudmakum yang sama
dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukuap & kracht van
gewijsde) Akan tetapi, untuk pelaksanaan eksekusinya kret@ous mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuaksehakan eksekusi Hak
Tanggungan. Setelah ada penetapan eksekusi HakgUragen dari Ketua
Pengadilan Negeri, maka kreditor baru dapat mefedsen eksekusi Hak

Tanggungan, baik melalui lelang eksekusi ataupmjupéan di bawah tangan.

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Taggg yang masih
dikuasai oleh pemilik/penyewa (masih belum dikog@mj, maka pelaksanaan
eksekusi lelang melalui penetapan dari Ketua Pelagadlegeri adalah jalan
yang terbaik. Berdasarkan Pasal 200 ayat (11) ERt¢rlelang tidak mau secara
sukarela menyerahkan obyek lelang, maka ia akagludikkan dengan paksa dan

bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

Pada saat mengajukan permohonan lelang, pihak pmemdiarus

mengajukan®

1. Surat permohonan lelang;

%2 purnamasari, Op.Cit., h.84.
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2. Surat-surat somasi yang dilaksanakan secara prédeddinyak tiga kal
berturut-turut;

3. Akta Pengakuan Utang dan/atau Perjanjian Kredit @amgikatan
Jaminan (bentuknya berupa Akta Pemberian Hak Targggu dan
Sertipikat Hak Tanggungan (SHT)). Apabila tidak &HiT, lelang tidak
boleh dilakukan tanpa melalui gugatan terlebih dahu

4. Data jaminan/barang yang akan dilelang (fotokoptifdeat, PBB 5
tahun terakhir, IMB, dan lain-lain);

5. Data pemilik jaminan/barang yang akan dilelangoffopi KTP, Kartu
Keluarga, dan Akta Nikah);

6. Surat Pernyataan dari pemohon lelang (kreditor)gyamenyatakan
bahwa kreditor melepaskan pihak Kantor Lelang &alai Lelang dari
segala tuntutan yang mungkin timbul di kemudian. har

Proses pelaksanaan lelang melalui penetapan KetogaBilan Negeri
dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai bé&fikut:

1. Kreditor selaku pemohon lelang mengajukan permomonatuk
pelaksanaan sita jaminan;

2. Setelah keluarnya penetapan sita atas jaminan giangksud, maka
dapat dilanjutkan dengan proses pengosongan atamaja/barang
tersebut dengan perintah dari pengadilan, yangnjdilken dengan
permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT

3. Setelah keluarnya Surat Keterangan PendaftaranhTE@1ePT), maka
pemohon lelang mengajukan permohonan untuk dajskisdnakannya
taksasi (penaksiran). Yang melakukan proses taksiasadalah pihak
dari Kelurahan dan dari Dinas Pekerjaan Umum (PWuku
menetapkan nilai atau harga wajar atas jaminanmibassang akan
dilelang. Setelah harga didapatkan, maka Kepala gaekian
menetapkan batas harga (limit) jaminan/barang yakan dilelang
tersebut;

% Loc.Cit., h.86.
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. Setelah adanya penetapan Harga Limit, pemohongefaengajukan
permohonan untuk penjadwalan lelang;

. Setelah mendapatkan jadwal lelang, barulah dilaéssampengumuman
untuk pelaksanaan lelang melalui iklan di suratakatasional selama
dua kali dengan jarak masing-masing 15 hari;

. Diadakanlah proses lelang tersebut.
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Simpulan

a. Meskipun kewenangan debitor terhadap obyek Hak Tanggungan dibatasi,
debitor masih dapat menyewakan obyek Hak Tanggungan dengan
persetujuan tertulis dari kreditor. Tujuannya adalah guna mempermudah
kreditor untuk melakukan eksekusi manakala debitor cedera janji, terkait
dengan pengosongan obyek Hak Tanggungan. Oleh sebab itu janji untuk
tidak menyewakan ini tidak hanya mengikat para pihak tetapi juga mengikat
pihak ketiga/penyewa, agar kalau nantinya debitor cedera janji, penyewa
diharapkan dapat bekerja sama dengan melakukan pengosongan obyek Hak
Tanggungan.

b. Ada lima hak atas tanah yang dapat dibebankan Hak Tanggungan. Dari
kelima hak atas tanah tersebut, Hak Milik merupakan hak yang paling
mutlak. Tetapi Hak Milik yang dimiliki pemilik obyek Hak Tanggungan
menjadi terbatas kewenangannya mengingat kreditor juga memiliki
wewenang atas obyek Hak Tanggungan. Pembatasan kewenangan pemilik
obyek Hak Tanggungan sebagai debitor tercantum dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan, dimana debitor pemberi Hak Tanggungan sudah tidak
bisa menyewakan obyek Hak Tanggungan tanpa ada persetujuan tertulis
dari kreditor pemegang Hak Tanggungan. Lalu jika ada pihak ketiga yang
menyewa obyek Hak Tanggungan, tetapi ia tidak mengetahui bahwa status
obyek sewanya akan atau sedang dibebani Hak Tanggungan, maka asas
perjanjian jual beli tidak memutus perjanjian sewa-menyewa dapat
diterapkan terhadap penyewa karena ia beritikad baik. Jadi ketika obyek
Hak Tanggungan dijual lelang maka ia tetap dapat menempati obyek Hak
Tanggungan hingga masa sewanya habis. Tetapi jika pihak ketiga tetap
menyewa obyek Hak Tanggungan padahal ia sudah mengetahui bahwa hak

58
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atas tanah itu sedang dibebankan Hak Tanggungan, maka ia dianggap
beritikad buruk. Sehingga ia tidak bisa berlindung di balik asas perjanjian
jua beli tidak memutus perjanjian sewa-menyewa pada saat obyek Hak
Tanggungan dijua lelang dan ia bersengketa dengan pemenang lelang.
Karena dengan adanya Asas Publisitas, masyarakat dianggap sudah
mengetahui status suatu hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Saran

Sesuali dengan perkembangan zaman, debitor diperbolehkan menyewakan
obyek Hak Tanggungan, asalkan dengan disertai izin tertulis dari kreditor.
Klausul tersebut memang melindungi kepentingan debitor dan kreditor,
tetapi tidak terlalu memperhatikan kepentingan pihak ketiga/penyewa.
Untuk dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan seharusnya ditambahkan
klausul yang menyatakan bahwa debitor akan menanggung segala resiko
yang diterima oleh penyewa obyek Hak Tanggungan. Di samping itu PPAT
selaku yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan lebih cermat dalam
memperhatikan klausul-klausul yang dicantumkan dan dapat mengusulkan
klausul perlindungan kepentingan pihak ketiga/penyewa mengingat Akta
Pemberian Hak Tanggungan adalah suatu perjanjian, yang mana dalam
pembuatan suatu perjanjian tunduk pada A sas Kebebasan Berkontrak.

Seharusnya debitor melaksanakan kewgjibannya yang tercantum dalam
Akta Pemberian Hak Tanggungan, yaitu tidak melakukan perjanjian sewa
dengan pihak ketiga pada saat hak atas tanah yang dimilikinya sedang
dibebankan Hak Tanggungan, tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditor.
Tetapi pada kenyataannya jarang kreditor yang menyetujui obyek Hak
Tanggungan disewakan kepada pihak ketiga, karena nantinya akan
menyulitkan proses eksekusi jika debitor cedera janji. Kalaupun pada saat
pel aksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan dihuni oleh pihak lain, dalam
hal ini adalah penyewa, penyewa diharapkan bisa mematuhi perintah untuk
melaksanakan pengosongan obyek Hak Tanggungan sehingga pada saat
eksekusi tidak perlu menggunakan kekerasan. Oleh sebab itu alangkah
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baiknya, pada saat hendak menyewa suatu rumah berikut tanahnya, calon
penyewa harus mencari tahu terlebih dahulu apakah obyek sewa-menyewa
tersebut sedang dibebankan Hak Tanggungan.

Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan adalah
untuk memenuhi Asas Publisitas agar masyarakat mengetahui status suatu
hak atas tanah dengan melihat di Buku Tanah dan Sertifikat Hak
Tanggungan yang lahir pada saat pendaftaran Akta Pemberian Hak
Tanggungan. Banyak masyarakat yang malas mencari informas tentang
status suatu hak atas tanah dimana mereka hendak melakukan hubungan
hukum dengan hak atas tanah tersebut. Hal ini disebabkan oleh pelayanan
Kantor Pertanahan yang mempersulit masyarakat untuk memperoleh
informasi status suatu hak atas tanah. Sehingga menimbulkan kerancuan
informasi dan tak jarang menimbulkan sengketa di kemudian hari karena
mereka tidak tahu bahwa status hak atas tanah yang sedang mereka tempati
sedang dibebankan Hak Tanggungan. Diharapkan dikemudian hari Kantor
Pertanahan bisa meningkatkan pelayanannya dengan memudahkan
masyarakat memperoleh informas status suatu hak atas tanah.
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